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MOTTO 
 
)ىناربطلا هاور(. َنِسْحُت ْنَأ َلِمَعاَذِإ َلِماَعْلا ُةَّلل ا ُّبِحُي 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 
dengan baik”. 
( HR. Thabrani ) 
"Sukses bukan diukur dari seberapa banyak gelarmu. 
Tetapi kesuksesan dapat kau ukur dari seberapa 
banyak kau berjuang melawan kegagalanmu." 
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PEDOMAN TRANSLITERSI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث s\a s \ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ix 
 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ...’.... Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Zukira 
3 بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tuisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala  
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala  
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
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8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر الله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang diilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya 
bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau 
bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa 
innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
 
xiv 
 
KATA PENGANTAR 
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ABSTRACT 
 
MUCH FATIR ASYARI, NIM: 132121015 “Metode Istinbat}  Hukum MUI 
tentang HKI sebagai Objek Harta Warisan (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ 
MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005)” 
The research is carried out as  a respond of a binding ruling by MUI NO.1/ 
MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 about the patronage for the right of properties and 
wealth of intelegency (Intellectual Property Rights (HKI)) which asserts that 
anything which rise fron intelectuality (discovery) is an exclussive human right. 
That right can be queath and made a testament. In practice, Islam has not known 
the practice of the legacy for the wealth of intelegency. There are several 
perspectives from Hanafiyah and Ibn Hazm which assert that the legacy (tirkah) 
should be materials not as the immaterials (rights). Whereas Malikiah, Syafi’iyah, 
Hanabilah and refered from the binding ruling by MUI, stated that the rights 
(immaterials legacy) include as the absolute legacy (tirkah). But then, practice of 
the wealth of intelecuality have no absolute value and benefits. Whereas in the 
real condition, the properties of legacy should be clear in value and the benefits in 
order to get rid of the loss for the inheritors. 
This research proposes to find out how the process of istinbat} about the 
law which stated by MUI to make a binding ruling of MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ 
MUI/ 15/ 2005 about the patronage for the right of wealth of intelectuality, and 
find out the position of the wealth of intelectuality as the legacy based on Islam 
perspectives. The reasearcher also inquires for the criterias which should be payed 
attention on classifying the wealth of intelectuality becomes the legacy. 
The method of the reasearch is the literature analysis and the reasearch of 
law in the normative-yiridical approach. The charateristics to analyze are 
normative and us}ul.  
The result of this research found that istinbat} which used by MUI to make 
a binding ruling by making a qiyas for cheating the rights (HKI) to be compared 
as like eating someone’s in bad ways. The benefials principle of HKI which gives 
the financial as royalty and technical fee become the relevant bases for the 
property as the legacy. 
 
Keywords : Intellectual Property Rights, right of ownership,  Istinbat} and legacy.  
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ABSTRACT 
 
MUCH FATIR ASYARI, NIM: 132121015 “Metode Istinbat}  Hukum MUI 
tentang HKI sebagai Objek Harta Warisan (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ 
MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005)” 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Fatwa MUI NO.1/ 
MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 tentang perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HKI) yang intinya menyatakan  segala  sesuatu  yang  bersumber  dari  
intelektualitas  (temuan) merupakan hak ekslusif yang melekat pada setiap 
individu yang memilikinya.  Hak tersebut  dapat  diwariskan  dan  dapat  pula  
diwasiatkan. Pada  prakteknya  Islam masih  belum  mengenal  praktek  kewarisan  
dari  segi hak kekayaan intelektual. Ada beberapa pendapat dari golongan 
Hanafiah dan ibnu Hazm yang menjelaskan bahwa harta peninggalan warisan 
(tirkah) harus berupa harta materill bukan immateril (berupa hak).  Di sisi lain 
ulama dari kalangan malikiah, syafiiyah, hanabilah dan merujuk kepada  fatwa  
MUI  berpendapat  bahwa  hak  (immateril)  termasuk  kedalam  harta tirkah  
secara  mutlak. Akan  tetapi,  dalam  prakteknya  hak kekayaan  intelektual tidak  
memiliki  kepastian  nilai  maupun  manfaat. Sedangkan dalam kondisi yang rill 
harta peninggalan warisan harus benar-benar memiliki nilai dan manfaat secara 
pasti agar tidak menimbulkan unsur merugikan bagi pihak yang menerimanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana proses istinbat} 
hukum yang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa MUI NO.1/ 
MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 tentang perlindungan Hak atas Kekayaan 
Intelektual, dan  menemukan bagaimanakah kedudukan Hak Kekayaan Intelektual 
sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam. Dan Kriteria apa saja  
yang  harus  diperhatikan  untuk  mengklasifikasi  hak  kekayaan  intelektual 
menjadi harta warisan. 
Metode penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka 
dan  termasuk  penelitian hukum  dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan 
sifatnya menggunakan penelitian analisis normatif dan us}ul.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan HKI dapat dikategorikan sebagai al-
ma>l, maka ia dapat menjadi al-milk (hak milik). Dengan diakuinya HKI sebagai al 
ma>l , maka sudah barang tentu menjadi wajib hukumnya untuk menjaga HKI, dan 
merealisasikan terwujudnya perlindungan HKI tersebut. Asas kemanfaatan HKI 
yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty 
dan technical fee, menjadi landasan yang  paling relevan  dengan  keberadaan  
benda  itu  sendiri sebagai harta benda peninggalan warisan. 
 
Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, hak milik,  Istinbat} dan waris 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembicaraan mengenai hukum waris tidak lepas dari hal membicarakan 
orang yang meninggal dunia yaitu orang yang kemudian meninggalkan harta 
warisan. Namun sebaliknya, ketika orang membicarakan masalah warisan, maka 
orang akan sampai pada tiga masalah pokok yang satu dan lainnya tidak dapat 
dipisahkan, di mana yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. 
Pertama, adanya orang yang meninggal dunia. Kedua, ia meninggalkan harta 
peninggalan, dan yang  ketiga, ia meninggalkan orang yang mengurusi dan berhak 
atas harta peninggalan tersebut.
1
 
Dewasa ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beraneka 
ragam, yaitu: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut 
KUH Perdata. Ketiga hukum itu masih berlaku bagi mereka yang masih dikuasai 
oleh masing-masing hukum tersebut.
2
 Pada saat ini di Indonesia belum ada hukum 
waris nasional yang unifikasi dan termodifikasi sebagaimana hukum waris dalam 
BW. Hukum waris yang berlaku di negeri ini masih beraneka ragam, di mana 
pengadilan yang berwenang mengenai soal warisan berada di tangan Pengadilan 
Agama bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam, dan 
Pengadilan Negeri bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum waris 
selain Islam. Keadaandan perkembangan hukum waris di Indonesia semacam ini 
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 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan 
Kewarisan Menurut Hukum KUH Perdata (BW), ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 101 
2
 Suparman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW), (Jakarta: Dar al-Ulum  
Press, 1993), hlm. 1 
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mendorong kita untuk memahami dengan baik kesempurnaan hukum kewarisan 
Islam khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Untuk itu terasa sangat penting 
mempelajari hukum waris lain sebagai perbandingan.
3
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan 
yang telah digalakkan sekarang ini senantiasa tidak luput dari kepentingan 
perlindungan hukum. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menghendaki adanya 
perlindungan hak dari pengadilan, maka ia dianjurkan untuk mengajukan haknya 
ke pengadilan.
4
 
Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian dewasa ini adalah 
munculnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini muncul dengan adanya 
kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi percetakan. Ini 
sangat mempermudah penggandaan dan perbanyakan barang cetakan yang berupa 
buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.
5
 Pengertian harta mempunyai pengertian 
yang sangat luas. Seperti yang kita ketahui saat ini ada istilah Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) yang berupa hak-hak yang bernilai ekonomis seperti Hak Cipta, 
Hak Desain dan Hak Karya Seni, Hak Paten. Hak Kekayaan Intelektual yang 
disingkat HKI merupakan terjemahan dari intetellectual property right.Dari sisi 
ekonomi diartikan aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (intangable assets). 
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Suparman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW), (Jakarta: Dar al-Ulum  
Press, 1993), hlm. 51 
4
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 
hlm. 39 
5
 Zuhad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya, 
Chuzaenah T. Yanggo, Hafiz Ansary AZ, HA. (Ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, 
(Jakarta,: PT. Pustaka Firdaus, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (LSIK), 2002), hlm. 
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Dengan memahami HKI sebagai aset tidak berwujud, maka HKI diperlakukan 
sama dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (tangiable asset).
6
 
Hak-Hak tersebut memang belum terlalu terkenal dalam masyarakat 
umum tapi dalam masyarakat Akademisi dan masyarakat Industrial sudah sangat 
fenomenal karena mereka tau bahwa hak-hak tersebut bernilai ekonomis yang 
tinggi. 
Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah 
menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadalan Agama dalam 
memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan 
harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan 
hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, di samping telah 
melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu 
yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.
7
 Dengan 
begitu, keberhasilan hukum waris Islam menjadi hukum waris positif di Indonesia 
tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama dan umara’, dalam hal ini adalah 
ulama yang telah merumuskan Kompilasi Hukum Islam. 
Hal penting lainnya adalah terjadinya warisan apabila setelah 
meninggalnya seseorang masih hidupnya ahli waris apabila tidak ada maka tidak 
ada warisan. Begitu juga dengan adanya harta peninggalan atau biasa disebut 
tirkah atau maurusbih apabila tidak ada maka tidak terjadi warisan, sehingga 
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 Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi dkk, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, 
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 6. 
7
  Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 
2004), hlm.  4. 
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keberadaan ahli waris dan harta peninggalan menjadi rukun dalam pembagian 
waris. 
Fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HKI 
sebagaimana diungkapkan oleh Hasanuddin Sekretaris Komisi Fatwa MUI bahwa 
secara historis fatwa MUI NO. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 muncul berdasarkan 
pengaruh dari faktor-faktor tertentu. Di antara faktor-faktor tersebut adalah faktor 
sosiologis politis dan filosofis yang melatar belakangi kemunculan fatwa tersebut.
8
 
Faktor sosiologis politis kemunculan fatwa tersebut dapat terlihat jelas dari 
halaman konsideran dalam teks fatwa. Dalam halaman konsideran dinyatakan 
dengan jelas bahwa fatwa itu atas permintaan dari MIAP (Masyarakat Indonesia 
Anti Pemalsuan), MIAP adalah satu organisasi yang terdiri dari gabungan beberpa 
perusahaan untuk mendukung secara strategis dan mencari jalan keluar masalah 
pemalsuan. Dengan kata lain, MIAP adalah komunitas anti pemalsuan. MIAP 
didirikan di Jakarta pada tahun 2003, sebagai hasil dari kesepakatan diskusi dan 
kerja samaantara beberapa konsultan hukum. Aggota MIAP terdiri dari beberapa 
macam industri dan perusahaan yang menentang praktek-praktek pemalsuan.
9
  
Selain alasan sosiologis politis sebagaimana tersebut di atas, MUI juga 
melakukan pertimbangan secara filosofis. HKI menurut MUI adalah bagian dari 
harta yang dimiliki oleh pencipta. Hal ini sebagaimana tercantum dalam halaman 
konsideran fatwa. MUI dengan mengutip dari berbagai pendapat, diantaranya 
berasal dari hasil keputusan Majma’ al-Fiqih al-Islami tentang huquq al 
ma’nawiyyah yang intinya mengatakan bahwa pemilik hak milik non material 
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 Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi dkk..., hlm. 43 
9
 Ibid., hlm. 44. 
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seperti nama dagang, hak cipta, dan hak yang lainnya yang mempunyai 
karakteristik sebagai hasil kreatifitas manusia yang mempunyainilai kebaruan 
memiliki hak untuk tidak diganggu dan dikurangi hak kepemilikannya. 
Alasan lain yang dikemukakan oleh MUI yaitu dengan mengutip dari 
berbagai pendapat imam madz\hab besar seperti Imam Syafi’i, Imam Maliki, 
Imam Hambali yang mengatakan bahwa setiap hak kepengarangan merupakan 
hak  ma>liyah yang sama dengan hak kebendaan lainnya sebagaimana yang diatur 
oleh syara’. 
Faktor sosiologis politis inilah yang ketika dipahami secara tidak 
sempurna akan memunculkan stigma negatif tentang obyektivitas fatwa.  Akan 
tetapi, ketika dilihat metodologi yang digunakan MUI dalam penetapan suatu 
fatwa, maka akan diperoleh satu gambaran komperhensif yang bertentangan 
dengan stigma negatif tersebut. 
Oleh sebab itu, fatwa ini masih menyisakan pertanyaan tentang 
objektivitas MUI dalam memandang HKI dari kacamata hukum Islam.
 10
 
Terkait dengan HKI tersebut, MUI telah mengeluarkan fatwanya yang 
tertuang dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak 
Kekayaan Intelektual dengan ketentuan hukum sebagai berikut: 
1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah 
(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma’s}um) sebagai 
ma>l (kekayaan) 
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2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 
angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. 
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al ma’qud ‘alaih), baik akad 
mu’awaddah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarrua’at (non  
komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. 
4. Setiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk tidak terbatas pada 
menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, 
mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memalsu, 
membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman 
dan hukumnya adalah haram.
11
 
Menurut MUI kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam 
pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi 
politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber 
pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak 
dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu, 
kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi 
kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan 
silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat 
Islam.
12
 
Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa  dasar pengeluaran fatwa 
ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-
                                                             
11
 Ketentuan Hukum Fatwa MUI NO.1 / MUNAS/ VII//MUI/15/2005 
12
 Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, dkk, HKI,…, hlm. 35. 
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Qur’an, h}adis\, ijma’ dan Qiyas, dengan urutan seperti itu. Di dalam kenyataan, 
prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung saja melihat 
hadis tanpa meninjau argumen al-Qur’an terlebih dahulu, ada pula yang langsung 
saja mengutip teks sesuatu kitab fiqih tanpa melihat tiga sumber sebelumnya, 
bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali dan langusng 
saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.
13
 Oleh sebab itu, metodologi istinbat}  
hukum MUI jelas berbeda-beda dalam setiap pengambilan fatwa termasuk fatwa 
mengenai perlindungan HKI. Perbedaan dalam metodologi yang digunakannya 
menimbulkan pertanyaan apakah sudah sesuai dengan metodologi istinbat}  hukum 
dalam hukum Islam. 
Untuk itu, penulis dengan segala kemampuan yang ada berniat untuk 
membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: “Metode Istinbat}  
Hukum MUI tentang HKI sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa 
MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005). 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pemaparan  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa pokok permasalah sebagai berikut: 
Bagaimana Metode Istinbat} Hukum MUI tentang Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) yang ada dalam Fatwa MUI NO.1 / MUNAS / VII / MUI/ 15/ 
2015 sebagai Objek Harta Warisan? 
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C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 
Untuk menganalisis metode Istinbat} hukum Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dalam mengeluarkan Fatwa MUI NO.1 / MUNAS / VII / MUI /15/ 2015 
terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Harta Warisan. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian skripsi ini, penulis berharap semoga hasil studi yang 
berhasil dianalisis dapat bermanfaat atau kegunaan. Diantaranya adalah untuk : 
1. Manfaat teoritis : 
a. Dapat digunakan sebagai bahan dan acuan bagi penelitian 
selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus 
sebgai bahan telaah. 
b. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam di 
bidang Kewarisan Islam Indonesia khususnya dan bagi masyarakat 
pada umumnya. 
2. Manfaat praktis : 
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangaan dalam 
bidang keilmuaan, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
b. Diharapkan kepada masyarakat khususnya para tokoh masyarakat, 
akademisi, atau lembaga Islam dan masyarakat muslim umumnya 
menngetahui sebab MUI mengeluarkan fatwa diperbolehkannya 
HKI sebagai objek harta warisan. 
 
9 
 
E. Kerangka teori  
Hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, dan 
menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa 
bagiannya masing-masing.
14
 
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa benda yang dimiliki maupun hak-haknya.
15
 Harta waris adalah harta 
bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
16
 
Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, pengertian harta 
mempunyai pengertian yang sangat luas. Seperti yang kita ketahui saat ini ada 
istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berupa hak-hak yang bernilai 
ekonomis seperti Hak Cipta, Hak Desain dan Hak Karya Seni, Hak Paten. Hak 
Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan terjemahan dari intellectual 
property right. 
Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang 
bernama konsep HKI. Berikut ini merupakan konsep 
HKI
: 
 Hak kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu ( UU & wewenang 
menurut hukum). 
 Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. 
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 Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual 
manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – 
dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa 
yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh 
“produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. 
Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagi anggota WTO/TRIP’s dan 
diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana 
dijelaskan pada pengaturan HKI di internasional tersebut di atas, maka Indonesia 
harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, 
pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di 
bidang HKI, dengan mengundangkan: 
 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta 
 Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten 
 Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek 
Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HKI yang 
menyangkut ke-7 HKI antara lain : 
1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 
3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk 
11 
 
4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 
5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
6) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu 
7) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 
Tanaman 
Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 
undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 
1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 
2001. Selanjutnya telah diundangkan: 
 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 
 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (khusus mengenai 
revisi UU tentang Hak Cipta saat ini masih dalam proses pembahasan di 
DPR)
17
 
Ada satu argumen yang dapat dikaitkan dari sisi ilmu ekonomi bahwa hak 
kekayaan  intelektual diartikan sebagai aset.  Aset  ini  berupa  aset  tidak  
berwujud (intangable assets). Dengan memahami HKI sebagai aset tidak 
berwujud maka HKI  diperlakukan  sama  dengan  aset  lainnya,  seperti  aset  
berwujud  (tangiable asset).
18
 Hak-Hak tersebut memang belum terlalu terkenal 
dalam masyarakat umum tapi dalam masyarakat Akademisi dan masyarakat 
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Industrial sudah sangat fenomenal karena mereka tau bahwa hak-hak tersebut 
bernilai ekonomis yang tinggi. 
Dalam kitab-kitab fiqh, untuk menunjukkan pengertian harta digunakan 
istilah ma>l (لام) yang bentuk jamaknya لاومأ (amwa>l). Secara bahasa ma>l (لام) 
berarti condong, doyong miring, cenderung suka, Ia adalah sesuatu yang secara 
naluri manusia cenderung kepadanya. Al Ma>l berasal dari kata yang memiliki arti 
condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-ma>l diartikan sebagai 
segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, dalam bentuk 
materi maupun dalam bentuk manfaat.
19
 
Secara Linguistik al-ma>l didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat 
mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, 
baik sesuatu itu berupa materi (dzat) maupun berupa manfaat.
20
 Ibnu Atsiir 
menjelaskan “Pada dasarnya, al-ma>l (ل املا) itu ialah barang milik seperti emas 
atau perak, tetapi kemudian kata al-ma>l (ل املا) itu dipakai pengertian untuk semua 
jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki.
21
 
Karena HKI dapat dikategorikan sebagai al-ma>l , maka ia dapat menjadi al 
milk (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang 
penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya 
itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’.22 
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 Masjupri, Hukum Islam Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), (Solo : Media 
Insani Publishing, 2015), hlm. 78. 
20
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 
hlm. 18  
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Tirkah (harta peninggalan si mayyit) menurut pendapat golongan 
Hanafiyah merujuk kepada benda/sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayyit dari 
pada bentuk harta secara mutlak.
23
 Sedangkan menurut pendapat Ibn Hazm harta 
peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah matinya 
yang memang benar-benar berupa harta berharga bukan sesuatu yang bukan 
bersifat harta seperti hak, contohnya;  hak  pakai,  hak  kuasa,  hak  bertempat  di  
lahan  yang  kosong  dan membangun bangunan kecil di tempat tersebut dan hak 
untuk menggarap ladang di tempat orang yang mengizinkan tanahnya untuk 
dijadikan ladang.  Menurut beliau hak bukan termasuk bentuk benda yang dapat 
dijadikan harta warisan, kecuali di dalamnya mengandung nilai komersialitas 
berupa nilai materi (menyerupai harta berharga).
24
 Namun  di  pihak Malikiyah,  
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat, seluruh hak adalah bentuk harta 
peninggalan seseorang berupa harta, baik itu hak yang mengandung nilai materi 
maupun immateri.
25
 
Bagi Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk 
manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan Ulama Maz\hab Hanafi yang 
berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat 
termasuk kedalam pengertian milik. Oleh karena itu, ulama maz\hab Hanafi 
berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak bisa diwariskan, karena hak waris-
                                                             
23
 Syeikh Sabiq, Fiqhu As-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1983), hlm. 425. 
24
 Ibid. 
25
 Ibid. 
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mewariskan hanya berlaku dalam persoalan materi, sedangkan hak dan mafaat 
menurut mereka bukan harta.
26
 
Permasalahan yang timbul sekarang ini munculnya suatu fenomena di 
masyarakat bagaimana jika HKI di jadikan sebagai harta warisan yang antara 
pewaris dan ahli waris saling mewarisi. HKI  dalam hukum Islam termasuk tirkah 
atau harta peninggalan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), warisan atau 
harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa 
harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 
Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa  dasar pengeluaran fatwa 
ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-
Qur’an, H}adis\, Ijma’ dan Qiyas, dengan urutan seperti itu. Di dalam kenyataan 
prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung saja melihat 
h}adis\ tanpa meninjau argumen al-Qur’an terlebih dahulu, ada pula yang langsung 
saja mengutip teks sesuatu kitab fiqih tanpa melihat tiga sumber sebelumnya, 
bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali dan langusng 
saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.
27
 Oleh sebab itu, metodologi istinbat}  
hukum MUI jelas berbeda-beda dalam setiap pengambilan fatwa termasuk fatwa 
mengenai perlindungan HKI. Perbedaan dalam metodologi yang digunakannya 
menimbulkan pertanyaan apakah sudah sesuai dengan metodologi istinbat} hukum 
dalam hukum Islam. Kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan hal ini :  
 ِةانِكْماْلْااو ِةانِمْزاْلْا ِْيِْيْغا ِتب ِمااكْحْلْا ُرْ يِيْغا ت ُر اكْن ُي الَ 
                                                             
26
 Suluh Hening Ariyadi, “Hak Cipta sebagai objek Dalam Pewarisan” dikutip dari 
http//www. Hak Cipta Dalam Prespektif Islam.com/cetak/27/10/2007.  diakses tanggal 15 Maret 
2017 
27
 Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad …,hlm. 134 
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Artinya : “Tidak diingkari perubahan hukum disebaban perubahan zaman dan 
tempat.” 
Kaidah ini berfungsi untuk menyelesaikan kebiasaan yang dapat dijadikan 
hukum karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an atau hadis\. Sehingga dalam 
kasus ini HKI (Harta Kekayaan Intelektual) yang dapat kita artikan sebagai aset 
(intangable assets) dapat kita samakan dengan aset berwujud (tangiable asset) 
yang dapat menjadi objek kewarisan karena seiring perkembangan zaman. 
Upaya  istinbat}   tidak  akan  membuahkan  hasil  yang  memadai, tanpa 
pendekatan  yang  tepat.  Tentu  saja  pendekatan  ini  terkait  dengan  sumber  
hukum. Menurut Ali Hasballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,
28
 melihat 
ada dua cara  pendekatan  yang  dikembangkan  oleh  para  pakar  dalam  
melakukan istinbat}, yakni melalui kaedah-kaedah kebahasan dan melalui 
pengenalan maksud syariat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang 
yang akan melakukan  istinbat} atau ijtihad adalah sebagai berikut :29 
1) Memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  luas  tentang  ayat-ayat  al Qur’an  
yang berhubungan dengan masalah hukum. 
2) Memiliki  pengetahuan  yang  luas  tentang  h}adis\-h}adis\  Nabi  s.a.w.  yang 
berhubungan dengan masalah hukum. 
3) Menguasai  seluruh  masalah  yang  hukumnya  telah  ditunjukkan  oleh  
ijma’, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan 
ijma’. 
                                                             
28
 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum 
Islam di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),  hlm. 110-118 
29
 Ibid.,  hlm. 118 
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4) Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat 
mempergunakannya untuk istinbat} hukum. 
5) Mengetahui  ilmu  logika,  agar  dapat  mengahasilkan  kesimpulan  yang  
benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya. 
6) Menguasai  bahasa  Arab  secara  mendalam  karena  al-Qur’an  dan  
Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain.
30
 
Implementasi maqasid as Syari’ah yakni perlindungan hak milik atau harta 
(mukhafad}ah al ma>l) dalam hukum Islam adalah bahwa Islam memberikan 
pengakuan dan pemberian insentif atau penghargaan kepada siapa saja yang 
bekerja pada pekerjaan yang halal baik bekerja dengan modal fiqih, ataupun 
dengan modal akal pikiran (termasuk hasil dari HKI) menjadi hak milik baginya, 
hal ini wajar karena setiap jerih payah yang diusahakan oleh seseorang maka 
padanya melekay hak yakni atas harta tersebut, hal ini sesuai dengan Firman 
Allah dalam surat al-Zalzalah ayat 7-8 yakni :
31
 
 ُهارا ي اًرْ ي اخ ٍةَّراذ الااق ْثِم ْلامْعا ي ْناماف (7)  ُهارا ي اًّراش ٍةَّراذ الااق ْثِم ْلامْعا ي ْناماو (8)  
Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya 
dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan 
seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula” 
Ayat diatas dengan gamblang memberikan pengertian bahwa setiap 
perbuatan manusia memiliki konsekuensi. Dalam ayat tersebut secara implisit 
mengandung pengertian bahwa prinsip keadilan dalam segala hal harus tetap 
ditegakkan. 
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 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan,  (Bandung : Mizan Anggota 
IKAPI, 1996), hlm. 29 
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Bentuk sikap penegakan keadilan dalam hal hak milik sebagai hasil jerih 
payah seseorang termasuk HKI adalah perlindungan terhadap hak milik tersebut. 
Sebagai hak milik secara otomatis adanya kebebasan atas pemilik hak milik untuk 
pihak lain untuk memiliki hak milik tersebut kecuali adanya izin (lisensi) dari 
pemilik hak.
32
 
Dengan penulisan skripsi ini, penulis perlu menegaskan beberapa istilah 
yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sendiri untuk menghindari adanya 
kekaburan makna dan perbedaan maksud dari istilah-istilah dalam penulisan 
skripsi. Diantaranya adalah : 
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi dari Intellectual 
Property Rights. Berdasarkan subtasinya, HKI erat dengan benda tak 
berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan 
karsa manusia.
33
 HKI adalah suatu bidang hukum yang membidangi hak-
hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah fikir manusia 
bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan 
moral.
34
 
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah kumpulan nasehat atau jawaban 
pertanyaan hukum dari ahli hukum Islam yang menghimpun dan 
mempersatukan pendapat dari para pemikir Ulama Indonesia yang tidak 
bersifat operasional tetapi koordinatif serta dituangkan dalam rangka 
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 Ibid., hlm. 148 
33
 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Yogyakrta: 
Graha Ilmu, 2010), hlm. 1 
34
 Aunur Rohim, Dkk, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI,…hlm. 6. 
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menyebarluaskan ajaran Islam untuk kemaslahatan umat berdasarkan 
ijtihad yang sungguh-sungguh.
35
 
3. Istinbat}  berasal  dari  kata  “nabt}”  yang  berarti  :  “air  yang  mula-mula 
memancar  keluar  dari  sumur  yang  digali”.  Dengan  demikian,  menurut 
bahasa, arti istinbat} ialah “mengeluarkan sesuatu dari 
persembunyiannya”.36 Setelah  dipakai sebagai istilah dalam studi hukum 
islam, arti  istinbath  menjadi “upaya mengeluarkan hukum  dari  
sumbernya”.  Makna  istilah  ini  hampir  sama  dengan  ijtihad.  Fokus 
istinbath  adalah teks suci ayat-ayat al-Qurân dan hadis-hadis Nabi s.a.w. 
Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua 
sumber tersebut disebut istinbat}.37 
4. Hak milik adalah sesuatu hak yang memberikan kepada pihak yang 
memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu, sehingga ia 
mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil 
manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
38
 
F. Tinjauan  Pustaka 
Setelah penulis menelaah beberapa literatur yang penulis temukan, 
pembahasan tentang HKI baru terdapat satu karya ilmiah saja dalam bentuk 
                                                             
35
 Rangkuman  penulis dari dua pengertian di Ensklopedia Hukum Islam . 
36
 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan,..., hlm. 25 
37
 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), 
hlm.1 
38
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skripsi dan mengenai Fatwa MUI dalam bentuk skripsi telah dilakukan oleh 
beberapa orang diantaranya sebagai berikut: 
1. Reni Puspitasari, dengan skripsinya yang berjudul penelitian “Hak Kekayaan 
Intelektual sebagai Objek Harta Wakaf” (Perspektif Majelis Ulama 
Indonesia Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 
HKI dapat diguanakan sebagai wakaf, karena HKI itu merupakan harta yang 
dimiliki seseorang yang bisa diambil manfaatnya untuk dimanfaatkan. Karena 
sudah memenuhi syarat-syarat objek wakaf yaitu, memungkinkan untuk 
dijaga, di manfaatkan dengan cara tertentu.
39
 
2. Dairobi m S.H.I, dengan tesisnya yang berjudul : “Kedudukan Hak Kekayaan 
Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif 
Hukum Islam”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Kriteria hak 
kekayaan intelektual yang dapat diwariskan adalah pertama, hak tersebut  
merupakan  hak  bersifat  kebendaan, kedua, mengandung  nilai  guna (harga  
dan  manfaat), ketiga, mutlak  milik pribadi  atau  gabungan, keempat, dapat 
memenuhi hajat manusia, kelima, memiliki lisensi atau pengakuan secara 
legal dari hukum positif.
40
 
3. Suluh Hening Ariyadi, dengan skripsinya yang berjudul : “Kedudukan Hak 
Cipta Dalam Hukum Waris” (Studi Analisis Keputusan Muktamar Nahdlatul 
Ulama ke-28 Di Pondok Pesantren Al- Munawir Krapyak Yogyakarta Pada 
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 Renika Eka Puspitasari, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Wakaf 
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Tanggal 15-18 November 1989). Penelitian menghasilkan dasar pengambilan 
keputusan  dalam muktamar tentang kedudukan Hak cipta dalam hukum 
waris menggunakan metode mażhab fil aqwal  (dalam pendapat hukum) dari 
mażhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan kitab-kitab yang dijadikan referensi 
dalam keputusan bahtsul masa’ilmenggunakan kitab-kitab Syafi'i mulai dari 
yang terkecil Safinat al-Sholah karya Imam Nawawi sampai yang terbesar al-
Ummataual-Majmu’. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan 
di Lajnah Bahtsul Masail (LBM) sudah sesuai dengan metode diterapkan 
dalam hukum Islam.
41
 
4. Skripsi oleh Johan Wahyudi yang berjudul “Epistemologi Hukum Kewarisan 
Islam” (Kajian Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam) dalam skripsi ini 
diitemukan bahwa ijtihad hukum dalam KHI menggunakan sumber hukum 
Islam yang berupa nass sebagai sumber hukum Islam primer, dan  juga 
memakai sumber hukum selain nass yaitu al-ra’yu dan hukum adat 
masyarakat Indonesia.
42
 
5. Sripsi oleh Wulan Sari yang berjudul “FATWA MAJLIS ULAMA 
INDONESIA TENTANG PENGHARAMAN BUNGA BANK (Study Analisis 
Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Bank)”, dalam skripsi ini 
dijelaskan tentang fatwa MUI tentang bunga bank dan bagaimana analisis 
tentang hukum bunga banktersebut. Disamping itu metode penetapan hukum 
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yang digunakan MUI dalam memfatwakan keharaman bunga bank yaitu 
pertama merujuk dalam Al- Qur’an, Hadis\, Ijma’, dan yang terakhir adalah 
Qiyas karena illat riba’ ada pada bunga bank. 43 
6. Skripsi oleh Ahmad Syahdu Adzkar Arivin yang berjudul “Analisis Hukum 
Islam Tentang HaKI Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris” dalam 
skripsi ini dijelaskan tentang hukum HKI sebagai harta bersama dan harta 
waris dan metode  pembagian  HKI  sebagai  harta  waris,  polanya  sama 
seperti pembagian waris pada harta  material. Yang menjadi objek 
pembahasan dalam skripsi ini adalah hak yang terdapat dalam HaKI, maka 
yang bisa dinikmati adalah hasil dari penggunaan hak tersebut yang biasa 
disebut sebagai hak ekonomi dalam HKI. Hak ekonomi itu tertuang dalam 
royalti  pembayaran atas hasil dari penggunaan HKI, kemudian itulah yang 
dapat dinikmati oleh para  ahli  waris  dan  pemegang  hak  dari  HKI  dalam  
permasalahan  ini (HKI sebagai harta bersama dan harta waris). 
7. Buku HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI karya Aunur Rohim Faqih, Budi 
Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, membahas tentang konsep dasar 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), HKI dalam perspektif hukum Islam sebagai 
hasil Ijtihad. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang analisis atas 
FATWA MUI NO 1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2015.
44
 
8. Buku Hukum Islam Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) karya 
Masjupri, di dalam buku tersebut membahas tentang HKI dalam tata hukum 
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Indonesia, harta dan hak milik dalam hukum Islam dan status HKI dalam 
konsep hak milik dalam hukum Islam.
45
 
9. Buku Ilmu Waris karya Fatchur Rahman, memang membahas secara 
mendalam tentang kewarisan Islam. Akan tetapi pembahasan dalam buku 
tersebut tidak berbeda dengan apa yang ada di kitab fiqh. Di dalam buku 
tersebut membahas tentang sejarah pusaka mempusakai, furul al-
muqaddarah, dan ashab al-furud, pusaka ahli waris, dan hal-hal lain yang 
berkaitan erat padah permasalahan waris. Akan tetapi dalam buku tersebut 
masih jauh dari pada pembaharuan kewarisan yang berlaku pada saat ini 
seperti kewarisan adat, kewarisan dalam KHI.
46
 
Meskipun permasalahan HKI pernah diulas pada skripsi sebelumnya, 
namun hal ini menjadi berbeda karena yang menjadi fokus permasalahannya 
untuk menganalisis metode istinbat} hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dalam mengeluarkan Fatwa MUI NO.1 / MUNAS / VII / MUI /15/ 2015 tentang 
HKI sebagai objek harta warisan. Sehingga penulis tertarik untuk mendalami 
permasalahan ini. 
G. Metode penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan 
pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang 
masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah 
hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak,dan sejenisnya. Sementara 
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normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian 
pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh 
pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (Usuliyah), ahli hukum Islam 
(Fuqaha), ahli tafsir (mufassirin) yang berusaha menggali aspek legal formal dan 
ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.
47
  
Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah studi kepustakaan yang berarti 
sumber data murni berasal dari hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya 
peneliti atau teoritisi yang orisinil dan hasil survay, karena yang dijadikan objek 
penelitian adalah fatwa MUI, dimana MUI adalah perkumpulan para mujtahid 
yang dimintai oleh muqallid (orang yang karena tak mempunyai kemampuan 
untuk mengetahui hukum, dan hanya dapat mengikuti apa yang ia ketahui).
48
 Dan 
diharapkan Pembagian warisan dapat berjalan sebagai mestinya tanpa terjadi 
kegamangan hukum HKI sebgai objek harta warisan. 
2. Data dan Sumber Data 
a. Sumber Data sekunder : 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan 
karya peneliti atau teoritisi yang orisinil
49
, dalam hal ini sumber data 
primer yang digunakan adalah Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 
15/ 2005. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber 
bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya 
telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel.Sumber data sekunder 
berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam 
membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-
buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini 
bisa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data 
primer. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan 
literatur yang berupa buku- buku, tulisan dan fatwa MUI tentang Hak Kekayaan 
Intelektual sebagai objek harta warisan. Metode dokumentasi yaitu 
mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan 
dengan tema kajian.
50
 Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Fatwa 
MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005. 
 Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan 
cara : 
a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 
segi kelengkapan , kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu 
dengan yang lain 
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b. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan 
kerangka yang sudah diperlukan. 
c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 
hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori 
dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 
tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah 
4. Teknik  Analisis Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau 
melukiskan obyek-obyek permasalahan atau pristiwa yang sedang terjadi 
berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, 
luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan pertimbangan kemaslahatan.
51
 
Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah metode 
analisis normatif dan ushul. Yang bertujuan menggambarkan secara sistematik 
akurat , fakta dan karakteristik mengenai suatu bidang tertentu.
52
 
Teknik analisis hukum normatif dan metode analisis us}ul untuk mengetahui 
pengambilan hukum dalam Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005 
tentang Hak Kekayaan Intelektual dari sumber-sumbernya. Yang berupa buku-
buku, atau kitab-kitab, majalah harian umum atau dari data yang lain. Penelitian 
hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti terhadap data 
primer dan data sekunder. 
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Semua metode ini penulis gunakan untuk menganalisis tentang Fatwa 
MUINO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai 
objek harta warisan. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan 
penelitian ini penulis kelompokkan dalam V bab. Yang masing-masing bab terdiri 
dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN,  bab ini merupakan gambaran umum untuk 
memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam 
bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitiaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan 
sistematika pembahasan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat 
memberikan gambaran singkat tentang konsep skripsi ini dan pada akhirnya dapat 
ditemukan permasalah yang ingin dibahas. 
BAB II : LANDASAN TEORI, bab ini merupakan pemaparan secara 
umum sebagai landasan teori yang meliputi empat sub bab. Sub bab pertama yaitu 
tentang konsep al-ma>l dalam hukum Islam. Sub bab kedua yaitu konsep al-huquq 
dalam hukum Islam meliputi pengertian hak milik, dasar hukum hak milik dan 
sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam. Sub bab ketiga yaitu tentang 
konsep waris menurut Islam yang meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, 
syarat, harta benda waris dan rukun-rukunnya, sebab-sebab kewarisan, 
penghalang kewarisan dan tentang harta peninggalan (tirkah) meliputi pengertian 
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tirkah dan kewajiban ahli waris atas harta peninggalan. Secara umum bab ini 
sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis HKI sebagai 
objek harta waris, sehingga menghasilkan dasar yang kokoh dan mendalam 
terhadap HKI sebagai objek harta waris. 
BAB III : MERUPAKAN PEMBAHASAN TENTANG FATWA MUI 
No. 1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005  Tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  
(HKI). Ada empat sub bab dalam pembahasan ini, Sub bab yang pertama 
membahas  mengenai  profil  lembaga  MUI yang meliputi Sejarah berdirinya 
MUI, Visi dan Misi MUI, Orientasi dan peran, asas, sifat dan fungsi MUI serta 
kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari periode awal hingga sekarang. 
Sub bab yang kedua membahas mengenai Metode Istinbat} Hukum yang meliputi 
Definisi Istinbat} dan bentuk-bentuk istinbat} hukum Islam. Sub bab yang ketiga 
membahas mengenai Latar belakang keputusan Fatwa MUI Tentang HKI Sebagai 
Objek Waris, Dasar Penetapan Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa Tentang 
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI), dan Proses Penetapan Fatwa MUI .Sub bab ke 
empat mengenai  Petikan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan 
Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Harta Waris. 
BAB IV : ANALISIS METODE ISTINTBAT} MUI TENTANG HKI 
SEBAGAI OBJEK HARTA WARISAN, dalam bab ini merupakan paparan data 
hasil penelitian kepustakaan yang mengkaji tentang bagaimana analisis MUI 
terhadap HKI. Bab ini terdiri dua sub bab sub bab pertama yaitu meliputi analisis 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai harta (al-ma>l) . Sub bab kedua 
membahas analisis tentang HKI sebagai Hak Milik. Sub bab ketiga membahas  
28 
 
Istinbat} hukum MUI dalam Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI dalam 
menentukan status HKI sebagai Objek Harta warisan. 
BAB V : PENUTUP, merupakan bab terkhir dari semua rangkaian 
pembahasan dari bab I sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 
pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpuan dan 
saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Konsep Al-Ma>l Dalam Hukum Islam 
1. HKI Sebagai Haq Ma>liyah 
Harta dalam bahasa Arab disebut al-ma>l atau jama’nya al-amwa>l. Dalam 
kamus al Muhith, al-ma>l adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Menurut 
istilah syara’, harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang 
legal menurut hukum syara’, seoerti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan 
lain-lain.
53
 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapapun yang digunakan 
manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, rumah, kendaraan 
pakaian termasuk dalam kategori al-amwa>l . Menurut terminologi fiqh, hasil 
pembahasan Jumhur Ulama tentang harta (benda) tidak hanya bersifat materi, 
tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Lebih lanjut Ibn Arafah 
berpendapat bahwa; “Harta secara lahir mencakup benda yang dapat diindra dan 
benda yang tidak dapat diindra (manfaat). Ia mendefinisikan benda yang tidak 
dapat diindra sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk 
kepadanya”.54  
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah memandang bahwa manfaat (al-manfa’ah) 
adalah amwal mutaqawwaamah (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang 
sebenarnya dimaksud dari benda itu. Pendapatini diperkuat dengan pendapat 
Imam Syafi’i bahwa yang menjadi objek sewa menyewa itu adalah manfaat . 
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Karena objek sewa menyewa adalah manfaat, maka implikasinya adalah kontrak 
sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya meskipun 
pemilik (orang yang menyewakan) telah meninggal karena manfaat adalah harta 
yang dapat dimiliki. Sehingga, terhentinya akad sewa menyewa hanya karena 
masa akadnya habis, bukan karena wafatnya orang yang menyewakan.
55
 
Menurut Ulama Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu 
yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Manfaat tidak termasuk harta 
tetapi manfaat termasuk milik. Menurut definisi ini harta memiliki dua unsur, 
yaitu:  
a) Harta dapat di kuasai dan dapat dipelihara, sesuatu yang tidak disimpan atau 
dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, 
udara, panas matahari, cahaya bulan tidak dapat disebut harta. 
b) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, segalasesuatu yang tidak 
bermanfaat seperti daging bangkai, makanan basi, tidak dapat disebut harta, 
tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan, seperti satu biji gandum dan 
sebagainya. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga 
dzatnya tidak dapat dimanfaatka, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.
56
  
Manfaat menurut Ibn ‘Arafah bersifat abstrak, namun ia menjadi al-mal 
sama dengan benda. Ibn ‘Arafah mengatakan bahwa al-ma>l meliputi al-‘ain dan 
al-‘ard. Al-‘ard ditafsirkan dengan al-manfa’ah atau al-ma’na yang menurutnya 
tidak dapat dilihat diraba atau ditunjuk dengan indera. Artinya esensi al-manafi 
atau al-ma’ani secara akal tidak dapat ditunjuk dengan indera, kecuali apabila 
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disebut bersama dengan sumbernya, misalnya manfaat mobil, manfaat rumah, dan 
sebagainya.
57
 
Dengan melihat keterangan di atas, maka HKI merupakan benda( al-ma>l) 
yang berupa benda immateriil yang berupa manfa’at (al-manfa’ah) karena yang 
dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi ide yang tertuang dalam suatu 
karya. Salah satu prinsipsuatu ciptaan yang dilindungi oleh HKI adalah ketika satu 
ciptaan tersebut memenuhi syarat keaslian. Artinya ciptaan tersebut merupakan 
ciptaan asli dari pencipta. 
Untuk menilai keaslian suatu ciptaan, maka yang harus diperhatikan adalah 
ciptaan tersebut tertuang dalam bentuk yang khas dan pribadi (Pasal 1 UUHC ). 
Keaslian ini sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaaan, 
dan karenanya ciptaan hanya dianggap asli apabila bentuk dan perwujudannya 
tidak berupa hasil jiplakan dari ciptaan lain yang telah diwujudkan. Oleh karena 
itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan keaslian itu berupa ‘bentuk 
perwujudan’, maksudnya ide yang telah berwujud (ekspresi ide) itu asli. Jadi, 
yang dilindungi bukanlah pada idenya, tapi perwujudan dari ide tersebut.
 
 
Karena HKI dapat dikategorikan sebagai al-ma>l, maka ia dapat menjadi al-
milk (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang 
penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya 
itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’. 58  
Sementara itu, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang HKI, 
dikatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan selain beberapa 
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syarat substantif terkait dengan ciptaan, juga dicantumkan bahwa ciptaan yang 
mendapat perlindungan adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
keagamaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-undang 
No 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mengatakan bahwa Paten tidak diberikan 
untuk proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau 
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama. Dengan adanya batasan agama dalam pemberian 
perlindungan hasil ciptaan, terlihat jelas bahwa posisi HKI sebagai al-ma>l tidak 
dapat dipisahkan lagi. 
B. Konsep Al-Huquq Dalam Hukum Islam  
1. Pengertian Hak Milik 
Hak milik adalah sesuatu hak yang memberikan kepada pihak yang 
memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu, sehingga ia mempunyai 
kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak 
menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
59
 
Istilah hak milik terdiri dari dua kata, yaitu “hak” dan “milik”. Untuk lebih 
memudahkan pemahaman maka akan diuraikan satu persatu. 
a. Pengertian Hak  
Louis Mahluf memberi pengertian tentang hak dengan sesuatu yang 
benar dan membenarkan urusan dengan sesuatu yang tetap dan menjadi 
wajib. 
قح-  وو تبث ,رم لَا هقحو قحبج  
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Artinya:  “Benar, dan membenarkan urusan, yang berarti tetap dan menjadi 
wajib”.60 
Sedangkan Gufron A. Mas’adi menguatkan dengan memberikan 
pengertian tentang hak dengan menjelaskan bahwa kata hak berasal dari 
bahasa Arab  haqq, secara harfiyah berarti “kepastian” atau “ketetapan”.61 
Kata hak dalam kamus hukum diartikan: sesuatu yang benar; 
kepunyaan, milik: kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena 
telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain; kekuasaan yang 
benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.
62
 
Menurut pengertian umum hak mempunyai arti: 
 افيلكت وأ ةطلس ع رشلا هب رقي صاصتخا 
Artinya:  “Suatu kewenangan yang dengannya syara’ menetapkan suatu 
kekuasaan atau suatu beban hukum”.63 
 
Berdasarkan pada beberapa pengertian hak diatas, terdapat dua 
substansi hak. Pertama, hak sebagai “kewenangan atas suatu barang” yakni 
hak yang berlaku atas benda (haqq ainy), seperti hak milik, hak penguasaan 
atas benda, atas harta, dan lain sebagainya. Kedua, hak sebagai “keharusan 
atau kewajiban pada pihak lain” yakni hak yang terbebankan kepada orang 
lain (haqq syahshi) atau taklif (kewajiban), seperti hak buruh atas upah, hak 
atas pelunasan hutang, hak yang timbul dari akibat jual-beli, dan lain 
sebagainya. 
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Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
1) Hak Ma>l 
يدلا و نايع لْا ةيكلمك لالماب قلعتي امنو  
Artinya : “Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan 
benda-benda atau utang-utang”.64 
2) Hak Ghairu Ma>l 
رخأ ىلع صخشل عرشلا هرقي بلطم 
Artinya : “Sesuatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang 
terhadap orang lain”. 
Dari kedua pembagian hak tersebut diatas, Hak Ghoiru Ma>l 
terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a) Hak ‘ainy adalah kewenangan dan keistimewaan yang timbul 
karena hubungan antara seseorang dengan benda tertentu secara 
langsung. Contohnya adalah hak milik.  
b) Hak syakhshi adalah tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang 
terhadap orang lain. Contohnya hak dalam jual beli.
65
 
b. Pengertian Milik  
Secara bahasa kata milik dapat diartikan dengan: 
كلم- اكلم- ةكلمو- مموةكل- كلتم  
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Artinya:  “Memiliki sesuatu dan berkuasa untuk mentasarufkan atau 
bertindak bebas terhadapnya”.66 
Milik menurut istilah adalah: 
عنالم لَا فرصتلا هبحاص اع رش زج اح صاصتخا 
Artinya:  “Pemberian penuh yang ditetapkan oleh syara’ bagi seseorang 
untuk menggunakan atau memanfaatkan atau mengatur sesuatu, kecuali ada 
hal yang mencegahnya”.67 
Yang dimaksud dengan pemberian penuh di atas adalah otoritas 
yang menyebabkan orang lain tidak mempunyai otoritas lagi untuk 
menggunakan atau memanfaatkan atau mengatur sesuatu itu tanpa seijin 
dari si pemilik tersebut. Adapun hal yang mencegah pemilik untuk 
menggunakan atau memanfaatkan atau sesuatu yang berada dalam 
kekuasaannya adalah: 
a. Kurang umur, contoh: seorang anak masih dalam perlindungan walinya.  
b. Hak orang lain, contoh: dalam hal syirkahdan harta tanggungan ketika 
sudah ada kesepakatan penggunaan dan pemanfaatan bersama.
68
 
Milik dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
1. Milk Tam, yaitu: suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya 
sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat 
dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli 
misalnya.  
2. Mil Naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari 
benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau 
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memiliki manfaat (kegunaan) nya saja tanpa memiliki zatnya. 
Misalnya: menyewa sebuah rumah.
69
 
Dari beberapa definisi diatasdapat disimpulkan bahwa hak milik 
adalah kekuasaan atau kekuatan yang ditetapkan menurut syara’ bagi 
seseorang atau orang lain untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari 
suatu benda yang ia miliki sepanjang tidak ada hal yang mencegah darinya, 
(tidak melanggar aturan syar’i dan tidak menggunakan hak orang lain). 
2. Dasar Hukum Hak Milik 
Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai 
adanya hak milik Allah sebagai milik yang mutlak dan milik manusia yang 
merupakan milik nisbi (relatif). Itu berarti bahwa segala sesuatu yang 
menjadi milik manusia hakekatnya adalah milik Allah, berasal dari 
pemberian Allah.
70
 
Kenyataan yang menyebutkan bahwa Allah SWT adalah pemilik 
mutlak atas alam ini dan manusia hanyalah hak nisbi, dapat dilihat dalam 
ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini: 
a) Q.S Al-Maidah : 120  
.  ريِداق ٍءْياش ِّلُك ىالاع اوُهاو َّنِهيِف ااماو ِضْرلْااو ِتااواامَّسلا ُكْلُم ِهَِّلل 
 
Artinya:  “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa 
yang ada didalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-
Maidah: 120).
71
 
 
                                                             
69
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...,hlm. 40 
70 Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE, Cet. 
Ke-3, 1987), hlm. 52 
71
 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 
127 
37 
 
b) Q.S Al- A’raf: 128 
 ِهِداابِع ْنِم ُءااشاي ْنام ااه ُِثرُوي ِهَِّلل اضْرلْا َّنِإ اُوبِْصااو ِهَّللِاب اوُنيِعاتْسا ِهِمْواقِل ىاسوُم الااق
. ايِقَّتُمِْلل ُةابِقااعْلااو 
 
Artinya: “Musa berkata kepada kaumnya: mohonlah pertolongan 
kepada Allah dan bersabarlah: sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah: 
dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-
Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa”. 
(QS. Al-A’raf : 128)72 
 
c) QS. Al-Jatsiyah : 13 
 
.  ااماو ِتااواامَّسلا فِ اام ْمُكال ارَّخاساو انوُرَّكافا تا ي ٍمْواقِل ٍتاايلآ اكِلاذ فِ َّنِإ ُهْنِم اًعي ِاجَ ِضْرلْا فِ  
 
Artinya:  “Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Jatsiyah: 13)73 
 
Dari dasar-dasar hukum tentang hak milik tersebut dapat diketahui 
bahwasanya kekuasaan Allah SWT disini terhadap penguasaan langit, bumi 
dan segala yang ada didalamnya adalah hak Allah secara mutlak, yang tidak 
dipunyai oleh mahluk-Nya, sedangkan hak manusia terhadap langit, bumi 
dan segala sesuatu yang ada didalamnya hanyalah merupakan semu yang 
mana manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkannya demi 
kesejahteraan manusia itu sendiri. 
3. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam 
Dalam kehidupan sehari-hari, harta benda mempunyai peran penting 
bagi seseorang. Karena dengan harta benda tersebut berarti ia dapat 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam cara memiliki harta benda 
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tersebut hendaknya diperoleh dengan cara yang halal dan jangan ditempuh 
dengan cara yang haram agar tidak merugikan orang lain. 
Islam mengakui keabstrakan kepemilikan seseorang dengan empat 
sebab, sebagaimana yang dikutip dari al-Madkhal al fiqh al-a’mm, yaitu 
sebagai berikut: Ihraz al-Mubahat ( ح ابملا زارخات ا ) , al-uqud    )دوقعلا( , al-
khalafiyah (ةيفلخلا) , Al-Tawallud min al-Mamluk  (كولمم نم دلوتلا).74 
a. Ihraz al-Mubahat (ت اح ابملا زارخا) 
Harta mubah yaitu harta yang belum diambil atau dimiliki atau 
dihaki oleh seseorang, sehingga boleh diambil atau dihaki oleh orang lain, 
dan tidak ada hal yang mencegah untuk memiliki harta tersebut. Contohnya: 
air dari sumbernya, mengambil kayu yang belum ada pemiliknya, berburu di 
hutan dan di lautan dan lain-lain. 
Adapun untuk memiliki benda-bendatersebut diperlukan dua syarat 
yaitu: 
1) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan ihraz almubahat. 
Dalam hal ini berlaku kaidah: 
 لىا قبس نمهكلمدقف ح ابم  
Artinya:  “Barangsiapa lebih dahulu menguasai harta bebas maka 
sungguh ia boleh memilikinya”. 
 
2) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.75 
 
Dalam masyarakat bernegara, konsep ihraz al-mubahat menjadi 
terbatas, yakni hanya harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan 
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yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Dengan 
demikian, seseorang tidak lagi bebas untuk menguasai benda-benda mubah 
tersebut kecuali dengan izin pemerintah atau negara. Baru setelah mendapat 
izin pemerintah atau negara tersebut. Seseorang boleh menguasai atau 
memiliki benda mubah tersebut.
76
 
b. Al –uqud   )دوقعلا( 
Al-uqud adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menentukan 
hak (masing-masing). Memindah hak, atau menghapusnya.
77
 
Menurut TM. Hasby Ash Shiddieqy mengenai masalah akad, sebab 
kepemilikan dapat dibagi menjadi dua:  
1) Uqud jabariyah, yaitu akad yang dilakukan berdasarkan pada putusan 
hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Aqad 
ini disebut Tawaluk Jabary.  
2) Istimlak untuk maslahat umum, umpamanya tanah-tanah yang ada 
disamping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki 
oleh masjid dan harus menjualnya ini dinamakan Tawalluk Bil Jabary. 
c. Al-Khalafiyah (ةيفلخلا) 
Yaitu seseorang atau sesuatu yang baru yang menempati posisi 
seseorang atau sesuatu yang lama dalam hal kepemilikan.78 Khalafiyah 
(penggantian) ada dua macam yaitu:  
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1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya 
pewarisan.  
2) Penggantian benda atas benda yang lainnya, misalnya dalam hal 
barang tanggungan (tadimin) dan barang ganti (ta’widh).79 
d. Al-Tawallud min al Mamluk (كولمم نم دلوتلا) 
Yaitu: sesuatu yang lahir dan muncul dari harta yang dimiliki.
80
 Atau 
bisa disebut anak pinak atau berkembang biak. Prinsip tawallud ini hanya 
berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan 
sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak dan 
sebagainya. Dan benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, 
perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip tawallud.
81
 
C. Konsep Waris Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Waris 
Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah fara>id}. Hal ini karena dalam 
Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam 
Al-Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena 
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak 
menguntungkan.82Secara etimologis, fara>id} diambil dari kata fard} yang berarti 
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taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata fardh adalah bagian yang 
telah ditentukan bagi ahli waris.
83
 
Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum 
Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, 
warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang 
meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.
84
 
Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai 
kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang 
ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, dan akibat dari pemindahan ini 
bagi orangorang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka 
dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
85
 
2. Dasar Hukum Waris 
Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam 
hukum Islam adalah berpedoman pada beberapa sumber hukum Islam, yaitu :  
1. Al-Qur’an  
Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat yaitu ayat-ayat 
Al-qur’an selain kedudukannya qat}’i Al-wurud, juga qat}’i  al-dulallah meskipun 
pada dataran tanfiz (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur’an. Tentang 
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pembagian waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya  radd’, 
‘aul, dan sebagainya.86 
Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai 
dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut : 
a. Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 menyatakan ahli waris laki-laki dan 
perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai bagian yang 
ditentukan. 
 ُوبار ْقلْااو ِنا ادِلااوْلا اكارا ت اَّمم  بيِصان ِءا اسِّنِللاو انُوبار ْقلْااو ِنا ادِلااوْلا اكارا ت اَّمم  بيِصان ِلا اجِّرِلل ان
.اًضوُرْفام اًبيِصان ار ُث اك ْواأ ُهْنِم َّلاق اَّمم 
  
Artinya:  
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak 
dan kerabatnya ,dan bagi orang wanita ada hak bagian ( pula ) dari harta 
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan.(An-Nisa’: 7).87 
 
Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai pengaturan hak pembagian 
warisan antara laki-laki dan perempuan, termasuk kerabat-kerabatnya yang 
masing-masing berhak untuk mendapatkan warisan yang sesuai dengan bagian 
yang telah ditentukan. 
2. Al – H}adis\ 
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Selain Al-qur’an hukum kewarisan juga berdasarkan al hadis\, adapun hadis\ 
yang berhubungan dengan warisan sebagai berikut : 
ُوباأ اانا ثَّداح وٍرْماع ُنْب ُدَّمُامُ اانا ث َّداح بِاأ اانا ث َّداح ُّيِواُمْلْا ٍديِع اس ِنْب ايَْايَ ُنْب ُديِع اس اانا ث َّداح  اةامالاس
.  الااق الااق اةار ْيارُه بِاأ ْناع  َّالِإاف اًعااياض اكارا ت ْناماو ِهِلْهاِلِاف ًلَاام اكارا ت ْنام امَّلاساو ِهْيالاع ُهَّللا ىَّلاص ِهَّللا ُلوُسار  
Artinya :  
“Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami. bapakku 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan harta (karena meninggal 
dunia), maka harta itu untuk keluarganya. (Tapi) barangsiapa yang 
meninggalkan keluarga yang tidak memiliki apapun (karena meninggal dunia), 
maka (mereka) menjadi tanggunganku."
88
 
3. Ijma’ dan Ijtihad 
Ijma’ secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau 
kesepakatan tentang suatu masalah. Secara istilah ijma’ adalah kesepakatan para 
mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara’pada suatu masa setelah 
Rasulullah wafat.
89
 Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama ,ijma’ 
dapat dijadikan sebagai referensi hukum. 
Ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan 
tenaga baik fisik maupun pikiran. Secara istilah ijtihad adalah pengerahan seorang 
ahli fiqh akan kemampuannya baik fisik maupun pikirannya secara maksimal 
dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari 
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satu persatu dalil-dalilnya.
90
 Termasuk dalam menyelesaikan yang dilakukan oleh 
para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan 
yang belum atau tidak disepakati. 
Ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid-mujtahid 
kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil, sumbangannya terhadap 
pemecahan-pemecahan masalah mawarisyang belum dijelaskan oleh nas}-nas} 
shorih.
91
 Misalnya apabila dalam pembagian waris terjadi kekurangan harta, maka 
akan diselesaikan dengan cara dinaikkan angka asal masalahnya, cara ini disebut 
masalah aul’. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta maka yang di tempuh 
dengan cara mengurangi angka masalah asal cara ini di sebut radd’. 
Ijma’ dan Ijtihad disini adalah menerima hukum waris sebagai ketentuan 
hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat 
dan menjawab persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan 
cara menerapkan hukum bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. 
Sebagian kecil dari ijma’ para ahli, dan beberapa masalah diambil dari 
ijtihad para sahabat. Ijma’ dan ijtihad sahabat, imam maz}hab, dan para mujtahid 
dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum 
dijelaskan oleh nas} yang sharih.92 
3. Syarat dan Rukun Waris 
Sebagai salah satu  hukum  yang  dirumuskan  dalam  ajaran Islam,  maka 
Hukum Waris  Islam  mempunyai Rukun dan Syarat yang  harus  terpenuhi 
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untuk terlaksananya hukum tersebut. 
1. Rukun Waris 
Rukun Kewarisan ada tiga: 
a. Pewaris  (al-muwa>ris),  yaitu  orang  yang  meninggal  dunia  dengan 
meninggalkan  harta  warisan,  baik  ia  dinyatakan  mati secara hakiki (mati 
sebenarnya)  maupun  mati  secara hukmi (mati  atas  putusan  hakim)  atau 
juga mati secara taqdiri (dugaan keras bahwa ia telah mati). 
b. Harta  warisan (al-maurus),  adalah  sejumlah  harta  milik  orang  
yangmeninggal  dunia  (pewaris)  setelah  diambil  sebagian  harta  tersebut  
untuk biaya-biaya  perawatan  jika  ia  menderita  sakit  sebelum  
meninggalnya, penyelenggaraan  jenazah,  penunaian  wasiat  jika  ia  
berwasiat,  dan pelunasan  segala  utang-utangnya  jika ia  berhutang  
kepada  orang  lain sejumlah harta. 
c. Ahli  Waris  (al-wa>ris)  secara  definitif  dapat  dijabarkan  dengan 
pemahaman tentang  sejumlah  orang  yang  mempunyai  hubungan  
sebabsebab  dapat  menerima  warisan  harta  atau perpindahan  harta  dari 
orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk 
memperolehnya.
93
 
2. Syarat Waris 
Pusaka mempusakai itu adalah berfungsi sebagai pengganti kedudukan 
dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang 
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yang  ditinggalkan. Pengertian  tersebuat  tidak  sekali-kali  terjadi  bila  orang 
yang  bakal  diganti  kedudukannya masih  ada  dan  berkuasa  penuh  atas  harta 
yang dimilikinya atau orang bakal diganti kedudukanya tidak berwujud pada saat  
penggantian  terjadi,  atau juga  tidak  di antara  keduanya  terdapat  hal-hal yang 
menurut sifatnya menjadi penghalang. Oleh karna itu memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditentukan: 
a. Matinya Pewaris 
Seseorang  diketehui  sebagai  pewaris  apabila  ia  telah  mati. Kematiannya  
dapat  diketahui secara  pasti  melalui  informasi  yang didukung  oleh  fakta  atau  
mungkin  melalui  proses  hukum,  apabila  alternatif ini tidak dapat dipenuhi, 
maka calon pewaris masih dinyatakan hidupnya. 
Kematian pewaris menurut ulama dibedakan kepada tiga macam: 
1. Mati haqiqi, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawanya 
berwujud  ada,  kematian ini  dapat  dibuktikan  dan  disaksikan  oleh panca 
indra.
94
 
2. Mati hukmi, yakni  suatu  kematian  yang  disebabkan  adanya  vonis hakim,  
baik  pada  hakekatnya  seseorang  yang  benar-benar  masih hidup,  
maupun  dalam dua  kemungkinan  antara  hidup  dan  mati. Sebagai contoh, 
adalah seorang yang murtadyang divonis mati kerena ia  telah  lari  
menggabungkan  diri dengan  musuhnya.  Vonis mengharuskan  demikian  
karena  menurut syari‘at, selama  tiga  hari  ia tidak  bertaubat  maka  ia  
harus  dibunuh.  Contoh  lain,  adalah  vonis kematian seseorang pada hal 
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kemungkinan ia masih hidup, yakni vonis kematian orang yang mafqud 
(hilang).
95
 
3. Mati takdiri,   ialah  suatu  kematian  yang  bukan hakiki dan  bukan 
hukmi.Tetapi hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, misalnya 
kematian  seseorang  bayi yang  harus  dilahirkan  akibat  terjadinya 
pemukulan pada perut ibunya, atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. 
Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras sebab dapat juga  
disebabkan  oleh  yang  lain,  namun  keras  jugalah  perkiraan  atas akibat 
perbuatan semacam itu.
96
 
b. Hidupnya Ahli Waris Disaat Kematian Pewaris 
Para  ahli  waris  yang  benar-benar  hidup  disaat  kematian  pewaris berhak 
mewarisi harta peninggalannya. Kedua syarat pusaka mempusakai sebagaimana  
diterangkan   di atas  menimbulkan  problem-problem  antara lain  pusaka 
mafqud,  pusaka  anak  dalam  kandungan,  pusaka orang  yang mati berbarengan. 
Problem ini harus dipecahkan karena adanya keraguan tentang atau matinya 
mereka disaat kematian orang yang mewariskan.
97
 
c. Tidak Ada Penghalang- Penghalang Waris. 
Walaupun kedua syarat tersebut di atas telah ada pada pewaris dan ahli  
waris,  namun  salah  satu  dari  mereka  tidak  dapat  mewariskan harta 
peninggalanya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggal dari yang lain  
selama  masih  terdapat  dari  salah  satu  enam penghalang  kewarisan, yaitu 
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perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, murtad, perbedaan negara,dan  
faktor mati bersama-sama antara anak dan bapak .
98
 
4. Sebab-sebab kewarisan dan penghalangnya 
a. Sebab- sebab kewarisan : 
Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal yaitu sebab 
hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan wala>’ (pemerdekaan budak).  
Adapun  pada  literatur  hukum  Islam  lainnya  disebutkan  ada  4 sebab 
hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah 
maninggal dunia yaitu:
99
 
-  Perkawinan; 
-  Kekerabatan/nasab; 
-  Wala>’ (memerdekakan budak), dan  
-  Hubungan sesama Islam.
100
 
1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. 
Seperti kedua orang tua (ibu/bapak), anal, cucu, dan saudara, serta paman 
dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab 
dengan mereka. Allah SWT  berfirman dalam QS. Al-Anfal : 75) :  
  ميِلاع ٍءْياش ِّلُكِب اهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِبااتِك فِ ٍضْعا ِبب الىْواأ ْمُهُضْعا ب ِمااحْرلْا وُلُوأاو… 
Artinya :  
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“…Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi 
dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan 
sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan 
unsure kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. 
Macam – macam garis kekerabatan dan penggolongannya ditinjau dari garis 
yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat 
dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu : 
1. Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris. 
2. Us}ul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris. 
3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis 
menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa 
membeda- bedakan antara laki-laki dan perempuan.
101
 
Ditinjau dari segi penerimaan saham (bagian-bagian) , mereka digolongkan 
menjadi empat, yaitu : 
1. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, yang disebut 
as}habul furud annasabiyah. 
2. Golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi 
mendapatkan sisa dari ashabul furud, atau mendapat seluruh peninggalan 
bila tidak ada ashabul furud sama sekali. Golongan ini disebut as}abah 
nasabiyah. 
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3. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu fard dan 
ashabah secara bersama- sama, dalam beberapa keadaan, terdiri atas: 
a. Ayah, bila ia mewarisi bersama dengan far’ul waris perempuan. 
b. Kakek sahih, dalam keadaan yang sama dengan di atas dan tidak ada 
ayah. 
4. Golongan kerabat yang tidak termasuk as}habul furud dan as}abah, yang 
disebut dengan z\awil arh}a>m.102 
2. Karena hubungan Pernikahan. 
Sebab  yang  kedua  adalah  hubungan  perkawinan  atau  ikatan 
perkawinan,  yaitu  sebagai  konsekuensi  hukum  karena  adanya  akad nikah  
seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan,  ikatan  ini berlangsung selama 
masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad  tersebut  dibangun  
dengan  ijab  kabul  sampai  dengan  saat diputuskan bilamana dilakukan 
pemutusan atau bahkan tidak pernah ada  saat  berakhirnya  sama  sekali  kalau  
tidak  diikuti  oleh  peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua.
103
 
Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukan akad nikah yang sah dan 
terjadi antara suami- istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-
istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.  
Pernikahan yang sah menurut syari’at islam merupakan ikatan untuk 
mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan 
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pernikahan itu masih terjadi. Masing- masing pihak adalah teman hidup dan 
pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.
104
 
Perkawinan  yang  menjadi  sebab  timbulnya  hubungan kewarisan  antara  
suami  dengan  istri  didasarkan  pada  dua  syarat berikut:
105
 
1)  Perkawinan itu sah menurut syariat Islam 
Artinya  syarat  dan  rukun  perkawinan  itu  terpenuhi,  atau antara  
keduanya  telah   berlangsung  akad  nikah  yang  sah,  yaitu nikah  yang  
telah  dilaksanakan   dan  telah  memenuhi  rukun  dan syarat pernikahan 
serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul 
(hubungan kelamin). 
Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewaris  
dan  tindakan  Rasulullah  saw.  Yang  telah  memberikan keputusan  hukum  
tentang  kewarisan  terhadap  seorang  suami yang  sudah  melakukan  akad  
nikah,  tetapi  belum  melakukan persetubuhan dan belum menetapkan 
maskawinnya. 
2)  Perkawinan masih utuh 
Artinya,  suami  istri  masih  terikat  dalam  tali  perkawinan saat  
salah  satu  pihak   meninggal  dunia.  Termasuk  dalam ketentuan  ini,  
apabila  salah  satu  pihak   meninggal  dunia sedangkan ikatan perkawinan 
telah putus dalam bentuk talak raj’i dan  perempuan  masih  dalam  masa  
iddah.  Seorang  perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj’i masih 
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berstatus sebagai istri dengan  segala akibat hukumnya, kecuali hubungan 
kelamin, karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya 
perceraian. 
3. Karena Wala>’. 
Wala>’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan 
seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika budak yang dimerdekakan 
itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. 
Dasar  yang  digunakan  sehingga  hubungan  wala>’  dapat menjadi  ukuran  
ukuran  terjadinya  kewarisan  adalah  Surah  an-Nisa’ ayat 33, yaitu: 
 ْمُهُوتآاف ْمُُكنااْيْاأ ْتاداقاع انيِذَّلااو انُوبار ْقلْااو ِنا ادِلااوْلا اكارا ت اَّمم اِلااوام اانْلاع اج ٍّلُكِلاو
.   اهَّللا َّنِإ ْمُها بيِصاناًديِه اش ٍءْياش ِّلُك ىالاع انااك  
Artinya:   
“Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang ditinggalkan  ibu  
bapak  dan  karib  kerabat,  Kami  jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) 
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah 
kepada mereka  bahagiannya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan segala 
sesuatu.”106 
Kata  mawa>li  dalam  ayat  diatas  adalah  jamak  dari  kata  wala>’ yang 
mengandung makna kekuasaan, seperti kekuasaan tuan kepada hambanya.  Ini  
berarti  berkuasa  penuh  terhadap  hak  kemerdekaan seseorang adalah merupakan 
suatu perbudakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. 
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Namun  sekarang  ini  hubungan  wala>’  hanya  terdapat  dalam tataran 
wacana saja.  Karena pada zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan  
sehingga  setiap  manusia  dilahirkan  dalam  keadaan merdeka. 
4. Hubungan Sesama Islam. 
Hubungan  Islam  yang  dimaksud  disini  terjadi  apabila seseorang  yang  
meninggal  dunia  tidak  memilikiahli  waris,  maka harta  warisannya  itu  
diserahkan  pada  perbendaharaan  umum  atau yang  disebut  Baitul  Mal  yang  
akan  digunakan  oleh  umat  Islam. Dengan  demikian,  harta  orang  Islam  yang  
tidak  mempunyai  ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. 
b. Penghalang Kewarisan : 
Halangan  mewarisi  adalah  tindakan  atau  hal-hal  yang  dapat 
mengugurkan  hak  seseorang  untuk  mewarisi  karena  adanya  sebab  atau syarat  
mewarisi.  Namun.  Karena  sesuatu   maka  mereka  tidak  dapat menerima hak 
waris.
107
 
Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau 
terhalang mewarisi adalah sebagai berikut: 
a. Perbudakan 
Di  dalam  al-Qur’an  telah  digambarkan  bahwa  seorang  budak  tidak 
cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan 
Firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 75: 
. ٍءْياش ىالاع ُرِدْقا ي لَ اًكوُْل امم اًدْباع لااثام ُهَّللا اباراض 
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Artinya:   
“Allah  membuat  perumpamaan  dengan  seorang  hamba sahaya  yang  
dimiliki  yang  tidak  dapat  bertindak  terhadap sesuatupun” (An-Nahl : 75) 
 
Status  seorang  budak  tidak  dapat  menjadi  ahli  waris,  karena 
dipandang  tidak  cakap  mengurusi  harta  dan  telah  putus  hubungan 
kekeluargaan  dengan  kerabatnya.  Bahkan  ada  yang  memandang budak  itu  
statusnya  sebagai  harta  milik  tuannya.  Dia  tidak  dapat mewariskan  harta  
peninggalannya,  sebab  ia  sendiri  dan  segala  harta yang  ada  pada  dirinya  
adalah  milik  tuannya.  Dia  tidak  memiliki harta.
108
 
b. Pembunuhan  
Para  ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa  tindakan  pembunuhan yang 
dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi  
penghalang  baginya  untuk  mewarisi  harta  warisan  pewaris yang dibunuhnya. 
c. Barlainan agama 
Yang  dimaksud  dengan  berlainan  agama  adalah  berbedanya agama  
yang  dianut  antara  pewaris  dengan  ahli  waris,
109
 artinya seorang muslim 
tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pila sebaliknya  seorang  yang  
bukan  muslim  tidaklah  mewaris  dari seorang  muslim. 
Para  ahli  hukum  Islam  (jumhur  ulama)  sepakat  bahwa  orang non  
Islam  (ka>fir)  tidak  dapat  mewarisi  harta  orang  Islam  lantaran status  orang  
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non  Islam  (ka>fir)  lebih  rendah.  Hal  ini  dijelaskan  oleh Allah SWT. Dalam 
surah An-Nisa ayat 141:   
.  ىالاع انِيرِفااكْلِل ُهَّللا الاعْايَ ْنالاولايِب اس ايِنِمْؤُمْلا … 
Artinya:  ….”Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberi  jalan  kepada orang-
orang  ka>fir  untuk  memusnahkan  orang-orang  yang beriman”.110 
Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah  
meninggalnya  pewaris  lalu  masuk  Islam,  sedangkan peninggalan belum dibagi-
bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk  Islam  tetap  terhalang  untuk  
mewarisi,  sebab  timbulnya  hak mewaris  tersebut  adalah  sejak  adanya  
kematian  yang  mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta  
peninggalan. Padahal pada  saat  kematian  si pewaris,   ia  masih  dalam  keadaan  
non Islam (ka>fir). Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.111 
d. Faktor murtad 
Murtad  adalah  keluarnya  seseorang  dari  agama  Islam. Orang  yang 
keluar dari agama Islam tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari al-muwarris 
yang beragama Islam. Itu disebabkan karena adanya hak untuk  mewarisi  apabila  
antara  pewaris  dan  ahli  waris  sama-sama beragama Islam. Ketika salah satu  
pihak tidak lagi  beragama  Islam baik  pewaris  maupun  ahli waris,  maka  antara  
keduanya  tidak  lagi dapat mewarisi. 
e. Faktor berlainan negara  
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Hal ini bisa menjadi penghalang saling mewarisi ketika diantara ahli waris  
dan  muwarisnya  berdomisili  di  dua  negara  yang  berbeda kriteria.  Maksudnya  
dalam  hal  negara  muslim  dan  non muslim. Ketika  pewaris  dan  ahli  waris  
tinggal  di  negara  yang  mayoritas muslim,  itu  tidak  menjadikan  sebagai  
sebuah  penghalang  untuk saling  mewarisi.  Akan  tetapi,  ketika  salah  satunya  
tidak  tinggal  di negara  yang  mayoritas  muslim,  maka  ia  terhalang  untuk  
saling mewarisi. 
f. Faktor mati bersama-sama antara anak dan bapak.112 
5. Harta Peninggalan (Tirkah)  
A. Pengertian Tirkah (harta peninggalan) 
Lafadz  at-tarikah  atau  at-tirkah  ialah  masdar  (nominal)  bermakna  
maf’ul (objek) yang berarti  matru>kah  (sesuatu yang ditinggalkan).  Tirkah  
menurut bahasa, yaitu  sesuatu  yang  ditinggalkan  dan  disisakan  oleh  
seseorang.  Sedangkan  menurut istilah,  tirkah  adalah seluruh yang ditinggalkan 
mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dengan demikian, 
tirkah mencakup empat hal berikut: 
1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap. 
2. Hak-hak  yang  mempunyai  nilai  kebendaan,  seperti  hak  monopoli  untuk 
mendayagunakan  dan  menarik  hasil  dari  suatu  jalan,  sumber  air  minum,  
dan lain  sebagainya.  Termasuk  juga  hak  kemanfaatan,  seperti  
memanfaatkan barang  yang  disewa  dan  dipinjam.  Hak  yang  bukan  
kebendaan,  seperti  hak syuf’ah  (hak  beli  yang  diutamakan  untuk  salah  
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seorang  anggota  serikat  atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain 
sebagainya, yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan 
hak khiyar, seperti khiyar syarat. 
3. Sesuatu  yang  dilakukan  oleh  mayyit  sebelum  ia  meninggal  dunia,  seperti 
khamar  yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, dan jerat yang 
menghasilkan binatang  buruan,  setelah  ia  meninggal  dunia.  Keduanya  
dapat  diwariskan kepada ahli waris mayyit. 
4. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan 
karena  khilaf.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang  lebih  kuat,  
memasukkan diyat ke dalam kepemilikan mayyit sebelum matinya.
113
 
Pengarang kitab  “al Mawarits fi al-Syariat al-Isla>miyyah ‘ala Dhauil 
Kitab wa al Sunnah” memberikan  definisi  tirkah  dengan  “apa  saja  yang  
ditinggalkan seseorang sesudah matinya. Baik berupa harta, hak-hak maliyah atau  
ghairu maliyah. Maka  apa  saja  yang  ditinggalkan  seseorang  sesudah  matinya,  
oleh  jumhur  fuqaha diistilahkan  dengan  tirkah,  baik  mayat  punya  utang  atau  
tidak.  Baik  utangnya  itu berupa utang ‘ainiyah atau syakhshiyyah.114 
B. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan 
Dalam  ketentuan  umum  Pasal  171  huruf  (d)  dijelaskan  bahwa  harta 
peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik  yang  berupa  
harta benda  yang  menjadi  miliknya  maupun  hak-haknya.  Dalam  terminologi  
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fiqh,  harta peninggalan  disebut  dengan  tirkah.  Agar  harta  peninggalan  
tersebut  dapat  dibagi sebagai warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-
kewajiban tertentu. 
Maksudnya  adalah  harta  peninggalan  (tirkah)  ini  tentunya  masih  
belum  bisa dipastikan untuk menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi 
terhadap ahli warisnya. Karena  bisa  jadi  harta  peninggalan  itu  (ternyata)  hanya  
cukup  untuk membayar/mengeluarkan segala hak yang masih berkaitan dengan  
tirkah  ini, seperti biaya  penyelenggaraaan  jenazah  (tajhizul  mayyit),  utang,  dan  
wasiat.  Sehingga  harta warisan itu dimaksudkan dengan harta peninggalan yang 
sudah dalam keadaan bersih. 
Pasal 171 huruf (e) buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, 
harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.
115
 
1. Biaya Keperluan Sakit dan Perawatan Jenazah 
Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari 
harta peninggalan  pewaris.  Demikian  juga  biaya  perawatan  jenazah,  mulai  
dari memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburkan jenazah. Besar biaya 
tersebut diselesaikan  secara  wajar  dan  ma’ruf  (kepatutan).  Tidak  boleh  terlalu  
kurang,  juga tidak boleh berlebihan. 
                                                             
115
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, 
(Surabaya: Arkola), hal. 239. 
59 
 
Kaitannya dengan itu, barangkali akan muncul pertanyaan  tentang  
bagaimana seandainya  jika  harta  peninggalannya  tidak  mencukupi  untuk  
biaya-biaya  tersebut?. 
Para  ulama  dalam  hal  ini  berbeda  pendapat  Ulama  Hanafiyah,  
Syafi’iyah,  dan Hanabilah  mengatakan  bahwa  kewajiban  menanggung  biaya  
perawatan  tersebut terbatas  pada  keluarga yang semasa hidupnya ditanggung 
oleh si mati, maka sangat wajar  apabila  mereka  yang  diberi  tanggung  jawab  
memelihara  jenazah  orang  yang berjasa  kepada  mereka.  Ulama  lain  
berpendapat  lebih  luas,  yaitu  keluarga  si  mati secara  umum  ikut  bertanggung  
jawab,  jika  harta  peninggalan  si  mati  tidak mencukupinya.
116
 
Apabila  keluarga  si  mati  juga  tidak  mampu,  maka  biaya  perawatan  
jenazah diambilkan  dari  Baitul  Mal,  atau  dalam  bahasa  Komplikasi  Hukum  
Islam  di Indonesia  disebut  dengan  istilah  Balai Harta Keagamaan. Dalam 
konteks Indonesia, definisi  Balai  Harta  Keagamaan  memang  belum  jelas  
benar,  apakah  seperti  dana sosial  yang  dibentuk  pada  setiap  RT,  RW,  atau  
Kelurahan/Desa,  ataukah  dibentuk lembaga  formal  oleh  pemerintah.  Boleh  
jadi  keberadaan  Balai  Harta  Keagamaan tersebut  tidak  atau  belum  banyak  
diperlukan,  maka  pendefinisiannnya  tentu  tidak mendesak. 
Imam  Malik  mempunyai  pendapat  yang  cukup  berani,  yaitu  apabila  
si  mati tidak  memiliki  harta  peninggalan,  maka  biaya  perawatan  jenazah  
langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, tidak 
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menjadi tanggung jawab  keluarga.  Pendapat  ini  memiliki  kelemahan,  keluarga  
menjadi  tidak bertanggung jawab. 
Pendapat mayoritas ulama kiranya patut dipedomani, karena keluargalah 
yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan biaya perawatan jenazah  
pewaris,  baik ia  (dalam  keadaan)  meninggalkan  harta  ataupun  tidak.  Karena  
mereka  inilah  yang akan  menerima  bagian  warisan  jika  pewarisnya  
meninggalkan  harta,  maka  sudah sepantasnyalah,  mereka  pula  yang  akan  ikut  
bertanggung  jawab  mengurus  segala sesuatunya yang berhubungan dengan 
penyelenggaran jenazah ini (tajhizul mayyit). 
2. Pelunasan Utang  
Hak kedua  yang berkaitan dengan  tirkah  adalah membayar utang-utang 
yang masih  dalam  tuntutan  kreditur  (pemberi  pinjaman)  kepada  orang  yang  
meninggal. Setelah  biaya  pentajhizan  mayit  ditunaikan,  maka  kelebihan  harta  
peninggalan digunakan  untuk  melunasi  utang  muwarris\117 (pewaris).  
Sebagaimana  firman  Allah SWT. (di antaranya) dalam surat an Nisa’ ayat 11 di 
bawah ini: 
... ٍنْياد ْواأ ااِبِ يِصُوي ٍةَّيِصاو ِدْعا ب ْنِم.... 
Artinya: “... Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 
dibayar utangnya ...” 
Utang  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dibayar  oleh  orang  
yang berutang  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Apabila  orang  yang  
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berutang meninggal  dunia,  maka  pada  prinsipnya,  tanggung  jawab  
membayarnya  beralih kepada keluarganya. 
Perkembangan  sistem  ekonomi  yang  kian  maju,  dalam  jenis  utang  
tertentu - misalnya kredit kepada bank-  biasanya diasuransikan. Untuk jenis yang 
terakhir ini, maka  tanggung  jawab  si  kreditur  diambil  alih  oleh  asuransi,  
setelah  orang  yang berutang  melunasi  premi  asuransi  dari  uang  pinjaman  
tersebut  dalam  jumlah  yang ditentukan  dalam  perjanjian.  Terlepas  dari  status  
hukum  utang  bank  dan  asuransi, utang semacam ini di luar tanggungan 
keluarga.
118
 Ini sama dengan pendapat fuqaha Hanafiyah,  bahwa  apabila  orang  
yang  berutang  meninggal  dunia,  maka  bebaslah  ia dari tanggung jawabnya itu. 
Akan  tetapi  jika  utang  tersebut  bersifat  antar  individu,  maka  utang  
tersebut menjadi  tanggung  jawab   keluarga  (ahli  waris)  yang  ditinggalkannya.  
Karena  itu, Islam  menganjurkan  agar  transaksi  utang-piutang  dicatat  secara  
tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat 
dalam transaksi tersebut.  
Karena  itu,  apabila  orang  yang  utang  meninggal  dunia,  
pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda 
pembayaran utang, bagi yang mampu atau orang yang meninggal mempunyai harta 
peninggalan, adalah perbuatan aniaya  (z}alim).   
Dalam kaitan ini, biasanya sebelum jenazah dis}alatkan dan diberangkatkan 
ke kuburan, diminta oleh keluarga atau yang mewakilinya, agar utang si mati 
dibebaskan. Jika utang tersebut tidak bisa dibebaskan, maka utang tersebut 
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tanggung jawabnya  diambil  alih  oleh  keluarganya.  Penyelesaiannya  diambil  
dari  harta peninggalannya, jika tidak ada, maka keluarga (ahli waris) yang akan 
membayarnya. Rasulullah  saw.  memberi  isyarat,  apabila  si  mati  mempunyai  
utang  dan  belum  ada ahli waris yang mengambil alih, beliau tidak berkenan 
untuk mens}alatkannya.   
Oleh  sebab  itu,  utang  ini  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  
diselesaikan sebelum harta warisan dibagi.  Pelunasan/dibayarkannya utang 
pewaris,  yaitu utang-utang dituntut oleh seseorang dan utang-utang yang menjadi 
tanggung jawab si mayyit yang  meninggalkan  warisan  adalah  menjadi  
kewajiban  bagi  ahli  waris  untuk menyelesaikannya.  Tirkah  tidak boleh dibagi 
oleh  ahli warisnya sebelum utang-utang mayyit itu dibayar.  
Para  ulama  membedakan  antara  utang  kepada  Allah  dengan  utang  
kepada sesama manusia. Ulama Syafi’iyah dan Ibn Hazm, mendahulukan utang 
kepada Allah (dain  Allah)  daripada  utang  kepada  sesama  manusia  (dain  al-
‘ibad).  Ulama Hanafiyah  dan  Malikiyah  mendahulukan  utang  kepada  sesama  
manusia  harus didahulukan sebelum perawatan jenazah. 
Sedangkan  ulama  Hanabilah  menyatakan  bahwa  keduanya  (utang  
kepada Allah dan utang kepada sesama manusia) harus dilunasi bersama-sama. 
Jadi misalnya seseorang  meninggal  telah  merencanakan  ibadah  haji  karena  ia  
telah  mampu,  tidak terlaksana  karena  ia  merasa  belum  pantas  karena  usianya  
masih  muda,  tiba-tiba belum  sampai  ia  melaksanakannya  kematian  telah  
merenggutnya.  Menurut  ulama Syafi’iyah  dan  Ibn  Hazm,  harta  
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peninggalannya  diambil  terlebih  dahulu  sebesar ongkos  naik  haji  untuk  
membiayai  seseorang  untuk  menghajikan  yang  meninggal tersebut. 
Menurut  ulama  Hanafiyah  utang  haji  tersebut  gugur.  Demikian  juga  
dengan ulama  Malikiyah.  Alasan  yang  dikemukakan  oleh  pengikut  Imam  
Hanafi  (ulama Hanafiyah)  ini  adalah  bahwa  utang  kepada  Allah  (dain  Allah)  
tersebut  merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur oleh sebab 
terjadinya kematian. Selain itu, melakukan  ibadah  tentunya  harus  dengan  niat  
dan  usaha,  sedangkan  orang  yang sudah meninggal tidak bisa melakukannya. 
Adapun  mengenai  masalah  atau  persoalan  tidak  terbayarnya  utang  
pewaris ini,  maka  yang demikian itu  akan  menjadi dosa dari orang  yang 
meninggal    dunia tersebut,  karena  dia  belum  memenuhi  kewajiban  pada  masa  
hidupnya,  dan masalahnya  diserahkan  kepada  Allah  Yang  Maha  Esa  dan  
Maha  Kuasa.  Jika  Dia berkehendak  menyiksa,  maka  Dia  menyiksanya,  atau  
jika  Dia  berkenan mengampuninya, tentunya Allah tidak akan mengazabnya,
119
 
sesuai  dengan  sifat-Nya yang  Maha  Pengasih  dan  Maha  Pengampun.  Yang  
demikian  ini  jika  si  mayyit  tidak berwasiat, tetapi apabila ia berwasiat, maka 
ahli waris wajib untuk melaksanakannya. Sedangkan  menurut  ulama  Hanabilah,  
dain  al-‘ibad  dan  dain  نيد ( )  Allah  hendaknya dipenuhi secara bersamaan. Jika 
hartanya kurang, maka dibagi secara proporsional.
120
 
Dengan  demikian,  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  utang  tersebut  
wajib dibayar  (dikeluarkan,  diserahkan)  dan  diambilkan  dari  tirkah.  
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Maksudnya,  ia  wajib diselesaikan sebelum tirkah  dilaksanakan pembagiannya. 
Teknis dan tertib pelunasanutang ini, menurut imam mazhab dapat diilustrasikan 
sebagaimana tabel di bawah ini: 
Mazhab Jenis Utang Keterangan 
Hanafiah  1. Dain ‘ainiyah 
didahulukan daripada 
Tajhiz al janazah 
2. Dain Shihah 
3. Dain maradh 
4. Dain Allah bersifat 
tabarru 
Dain Allah gugur 
dengan  
kematian. 
Malikiyah  1. Dain ‘ainiyah 
didahulukan daripada 
Tajhiz al janazah 
2. Dain shihah/dain 
maradh 
3. Dain Allah yang ada 
saksinya (pembuktian) 
 
Hanabilah  1. Sama-sama dilunasi 
dain Allah dan dain al 
‘ibad 
2. Dain ‘ainiyah 
3. Dain mutlaqah 
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Syafi‟iyah dan Ibn   
Hazm 
1. Dain Allah 
2. Dain ‘ainiyah 
3. Dain shihah 
4. Dain maradh 
 
 
3. Wasiat 
Memenuhi wasiat yang batasan maksimalnya sepertiga, yang diberikan 
kepada selain ahli waris, hal ini dilakukan sesudah membayar biaya-biaya 
penyelenggaraan jenazah  dan  sesudah  dibayarnya  utang-utang  pewaris.  
Adapun  jika  wasiat  itu jumlahnya  melebihi  dari  sepertiga  harta,  maka  ia  
tidak  dapat  dilaksanakan  kecuali atas izin dan kerelaan dari ahli waris.  
Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang menyatakan bahwa: “Sesungguhnya 
Allah memerintahkan sedekah kepada sepertiga harta untuk menambah amal-
amalmu sekalian,  maka  keluarkanlah  sedekah  itu  menurut  kemauanmu  atauu  
menurut kesukaanmu.” (HR. Bukhari).121 
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BAB III 
FATWA MUI No. 1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005  Tentang  Hak  Kekayaan  
Intelektual  (HKI) 
A. Profil  Lembaga  MUI 
1. Sejarah Berdirinya MUI 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para 
ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, 
membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama 
Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 
di Jakarta, Indonesia,
122
 untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal 
yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam 
kehalalan sebuah makanan,
123
 penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama 
Islam,
124
 dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama 
Islam dengan lingkungannya. 
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, 
cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain 
meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia 
pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam 
tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, 
Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari 
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Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan 
POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. 
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan 
muslim, yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya MUI, yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut 
Musyawarah Nasional Ulama I.
125
 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah 
berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi 
bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang 
peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun, 
Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan 
cendekiawan muslim berusaha untuk : 
 memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam 
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah; 
 memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat 
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; 
 menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal 
balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan 
nasional; 
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 meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam 
dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan 
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi 
dan informasi secara timbal balik. 
Dalam perjalanannya majelis ulama Indonesia sebagai wadah 
musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk 
memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam 
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dirid}oi oleh 
Allah SWT, memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan 
dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat 
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta, 
menjadi penghubung antara ulama dan umaro  (pemerintah) dan 
penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan 
pembangunan nasional, serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam 
dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan 
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi 
dan informasi secara timbal balik.
126
 
2. Visi dan Misi 
1.  Visi 
Terciptanya  kondisi  kehidupan  kemayarakatan,  kebangsaan,  dan 
kenegaraan  yang  baik  sebagai  hasilpenggalangan  potensi  dan  
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partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama’, Zu’ama, dan 
Cendekiawan Muslim  untuk  kejayaan  Islam  dan  Umat  Islamguna  
terwujudnya  Islam yang  penuh  rahmat   di  tengah  kehidupan  umat  
manusia  dan  masyarakat  
Indonesia khususnya. 
2.  Misi 
Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis dan efektif 
sehingga mampu mengawalumat Islam dalam melaksanakan Aqidah 
Islamiyah, membimbing mereka dalam menjalankan ibadah, menuntun 
mereka dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan mereka 
dalam mengembangkan akhlakul karimah.
127
 
3. Orientasi dan Peran 
Majelis ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, 
yaitu:  
1)  Diniyah (Keagamaan)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran 
Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip 
tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek 
kehidupan manusia.  
2)  Irsyadiyah (Memberi Arahan)  
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Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah Al-
Irsyad, yaitu untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta 
melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dalam arti yang 
seluas-luasnya.  
3)   Ijabiyah (Responsif)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan ijabiyah  
yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap 
permasalahan yang di hadapi masyarakat melalui prakarsa 
kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan 
(fastabiq al-khairat). 
4)  Hurriyah (Independen)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independen 
yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun 
terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, 
mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.  
5)  Ta’awuniyah (Tolong Menolong)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan 
dan ketaqwaan dalam membuka kaum dhuafa’ untuk 
meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan 
masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas persaudaraan di 
kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam.  
6)  Syuriyah (Permusyawaratan)  
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Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
melaksanakan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan 
melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif 
terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat.  
7)  Tasamuh (Toleran dan Moderat)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan 
kegiatan dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara 
berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan 
syariat Islam.  
8)  Qudwah (Panutan/ Kepeloporan)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah penghidupan yang 
mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa 
kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan 
umat.  
9)  Addualiyah (Mendunia)  
Majelis ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut 
aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai 
dengan ajaran Islam. Sesuai dengan itu Majelis Ulama Indonesia 
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menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/ organisasi 
Islam internasional di berbagai negara.
128
 
Majelis ulama Indonesia mempunyai lima peran utama yaitu :  
1) Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (warasat al-anbiya)  
Majelis ulama Indonesia berperan sebagai tugas-tugas para Nabi, 
yaitu menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu 
kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. 
Walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman 
karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan 
peradaban manusia. 
2)  Sebagai Pemberi Fatwa  
Majelis ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat 
Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa 
MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam di Indonesia 
yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi 
keagamaannya.  
3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ri’ayat wa Khadimal Ummah)  
Majelis ulama Indonesia berperan pelayan umat (khadim al-ummah) 
itu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, 
aspirasi dan tuntutan mereka.  
4)  Sebagai Gerakan Islam Wal-Tajdid 
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Majelis ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu 
gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan 
dikalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan tadjid yaitu 
gerakan pembaharuan pikiran Islam dan dengan jalan taufiq (kompromi) 
ataupun tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan ini diharapkan 
tetap terpelihara  semangat persaudaraan dikalangan umat Islam Indonesia. 
5)  Sebagai Penegak Amar Makruf Nahi Munkar  
Majelis ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar 
makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai 
kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan 
istiqomah.
129
 
4. Asas, Sifat dan Fungsi Lembaga MUI 
Terhitung sejak berlangsungnya Munas VI MUI tahun 2000 sesuai dengan 
perubahan dan penyempurnaan AD/RT, beberapa perubahan atas asas dan 
susunan organisasi MUI yaitu:  
a. Asas MUI yang semula pancasila, berubah menjadi Islam  
b. MUI merupakan organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan 
independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah 
atau kelompok manapun. Independensi juga harus tercermin dalam berfikir, 
bersikap, bertindak dan berbuat. MUI tidak berafiliasi kepada salah satu 
organisasi sosial politik.  
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c. Susunan organisasi semula hanya dipropinsi, kota/ kabupaten, telah 
diperluas hingga ke tingkat kecamatan.  
d. Hubungan organisasi MUI Pusat dengan MUI Propinsi, MUI Kota/ 
Kabupaten yang semula bersifat horisontal aspiratif menjadi koordinatif, 
aspiratif struktural administrative. Dalam arti, tak lagi bersifat horisontal 
aspiratif, tapi lebih kepada vertikal koordinatif. 
e. Hubungan antara MUI dengan organisasi/ kelembagaan Islam bersifat 
konsultatif dan kemitraan. MUI bukan supra struktur yang membawahi atau 
atasan ormas Islam. MUI bukan organisasi federasi, tetapi merupakan 
wadah musyawarah.  
f. Susunan kepengurusan MUI di semua tingkatan secara umum, meliputi:  
1) Dewan penasehat  
2) Dewan harian  
3) Anggota pleno, komisi dan lembaga130 
5. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Periode Awal 
Hingga Sekarang. 
Periode I (1975-1980)  
Ketua umum    : Prof. Dr. Hamka  
Sekretaris umum   : Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA.  
Periode II (1980-1985)  
Ketua umum   : K.H. Syukri Ghozali  
Sekretaris umum   : H.A. Burkhani Tjokrohandoko  
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Dilanjutkan H.A. Qodir Basalamah  
Periode III (1985-1990)  
Ketua umum    : K.H. Hasan Basri  
Sekretaris umum   : H.S. Prodjokusumo  
Periode IV (1990-1995)  
Ketua umum    : K.H. Hasan Basri  
Sekretaris umum   : H.S. Prodjokusumo  
Periode V (1995-2000)  
Ketua umum   : K.H. Hasan Basri (wafat) dilanjutkan oleh 
Pjs. Prof. K.H. Ali Yafie  
Sekretaris umum   : Drs. H.A. Nazri Adlani 
Periode V (2000-2005)  
Ketua umum    : K.H. MA. Sahal Mahfudz  
Sekretaris umum   : Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA
131
 
Periode VI (2005-2015)  
Ketua umum    : Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA 
Sekretaris umum   : Dr. Ichan Syam 
Periode VI (2015-Sekarang)  
Ketua umum    : K.H. Ma'ruf Amin 
Sekretaris umum   : Dr. Anwar Abbas 
1. Susunan Pengurus  
a.  Ketua Umum 
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b.  Wakil Ketua Umum 
c.  Bidang-bidang dalam MUI ; 
1) Bidang Fatwa  
2) Bidang Ukhuwah Islamiyah 
3) Bidang Dakwah    
4) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi  
5) Bidang Pengkajian dan Penelitian  
6) Bidang Hukum dan Perundang-undangan  
7) Bidang Perekonomian dan Produk Halal  
8) Bidang Pemberdayaan Perekonomian  
9) Bidang Pemberdayaan Perempuan Keluarga dan Perlindungan Anak  
10) Bidang Remaja dan Seni Budaya  
11) Bidang Kerukunan Umat Beragama  
12) Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional  
13) Bidang Informasi dan Komunikasi  
14) Bidang Lingkungan Hidup dan SDA 
d. Sekretaris Jenderal 
e. Wakil Sekjen 
f. Bendarhara Umum 
g. Bendahara 
h. Dewan Penasihat 
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2. Ketua Umum MUI Periode awal sampai sekarang :132 
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 Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Sejarah  diakses 
tanggal  9 Mei 2017 
No
. 
Foto Nama 
Awal 
jabat
an 
Akhir 
jabatan 
Tempa
t 
musya
warah 
Keterangan 
Reprensent
atif 
1. 
 
Prof. Dr. 
K.H. 
Abdul 
Malik 
Karim 
Amrullah  
1975 1981 Jakarta 
Munas MUI 
ke-1 1975 
Masjumi – 
Muhammadi
yah 
2. 
 
K.H. 
Syukri 
Ghozali  
1981 1983 Jakarta 
Munas MUI 
ke-2 1981 
NU  
3. 
 
K.H. 
Hasan 
Basri  
1983 1985 
 
Fait Accompli 
Masjumi – 
Muhammadi
yah 1985 1990 Jakarta 
Munas MUI 
ke-3 1985 
4. 
 
Dr. K.H. 
Muhamma
d Ali 
Yafie 
1990 2000 Jakarta 
Munas MUI 
ke-4 1990 
NU  
5. 
 
Dr. (HC). 
K.H. 
Mohamma
d Achmad 
Sahal 
Mahfudz  
2000 2005 Jakarta 
Munas MUI 
ke-6 2000 
Masjumi – 
NU 
78 
 
 
B. Meteode Istinbat}  Hukum 
1. Definisi Istinbat} 
Istinbat}  berasal  dari  kata  “nabt}”  yang  berarti  :  “air  yang  mula-mula 
memancar  keluar  dari  sumur  yang  digali”.  Dengan  demikian,  menurut  
bahasa,  arti istinbath  ialah  “mengeluarkan  sesuatu  dari  persembunyiannya”.133 
Setelah  dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti  istinbat}  menjadi 
“upaya mengeluarkan hukum  dari  sumbernya”.  Makna  istilah  ini  hampir  
sama  dengan  ijtihad.  Fokus istinbat}  adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’an dan 
hadis-hadis Nabi s.a.w. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan 
hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat} . 
Kata  istinbat}  bila  dihubungkan dengan  hukum  seperti  dijelaskan  oleh 
Muhammad  Bin  Ali  Al-Fayyumi  ahli  Bahasa  Arab  dan  fiqh,  berarti  upaya  
menarik hukum dari Al-quran dan As-sunnah dengan jalan ijtihad.
134
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 Jalaluddin Rahmat, ed, Ijtihad dalam Sorotan, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996),  
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6. 
 
Prof. Dr. 
K.H. Din 
Syamsuddi
n, MA 
2005 2015 Jakarta Fait Accompli 
Muhammadi
yah  
7. 
 
K.H. 
Ma'ruf 
Amin  
2015 Petahana Jakarta Fait Accompli NU  
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Ayat-ayat al-quran dalam menunjukkan pengertianya menggunakan 
berbagai cara ada yang tegas dan ada yang tidak tegas ada yang melalui arti 
bahasanya dan ada pula  yang  melalui  maksud  hukumnya  disamping  itu  
disatukali  terdapat  pula perbenturan antara satu dalil dengan lain dalil yang 
memerlukan penyelesaian us}ul fiqh  menyajikan  berbagai  cara  dari  berbagai  
aspeknya  untuk  menimba  pesan-pesan yang terkandung dalam al-Quran dan 
sunnah Rasullah.
135
 
Upaya  istinbat}  tidak  akan  membuahkan  hasil  yang  memadai,  tanpa  
pendekatan  yang  tepat.  Tentu  saja  pendekatan  ini  terkait  dengan  sumber  
hukum. Menurut Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,
136
 
melihat ada dua cara  pendekatan  yang  dikembangkan  oleh  para  pakar  dalam  
melakukan istinbat}, yakni melalui kaedah-kaedah kebahasan dan melalui 
pengenalan maksud syariat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang 
yang akan melakukan  istinbat} atau ijtihad adalah sebagai berikut :137 
1) Memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  luas  tentang  ayat-ayat  al-Qur’an  yang 
berhubungan dengan masalah hukum. 
2) Memiliki  pengetahuan  yang  luas  tentang  hadis-hadis  Nabi  s.a.w.  yang 
berhubungan dengan masalah hukum. 
3) Menguasai  seluruh  masalah  yang  hukumnya  telah  ditunjukkan  oleh  
Ijma’, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan 
Ijma’. 
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4) Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat 
mempergunakannya untuk istinbat} hukum. 
5) Mengetahui  ilmu  logika,  agar  dapat  mengahasilkan  kesimpulan  yang  
benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya. 
6) Menguasai  bahasa  Arab  secara  mendalam  karena  al-Qur’an  dan  Sunnah 
tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain.
138
 
2. Bentuk-bentuk Istinbat} Hukum Islam 
1) Metode Bayani 
Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan  al-
qawa’id al-lugawiyyah,  atau  dilalat  al-lafz.  Inilah  yang disebut  dengan  
metode bayani, yaitu metode  istinbat}  melalui penafsiran terhadap kata 
yang digunakan dalam nash dan  susunan  kalimatnya sendiri.  Sehingga  
kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar 
bahasa Arab.
139
 
2) Metode Ta’lili  
Metode  ini  digunakan untuk  menggali  dan menetapkan  hukum  
terhadap suatu kejadian  yang  tidak ditemukan  dalilnya  secara tersurat  
dalam nas} baik secara qat}’i  maupun  d}anni  dan  tidak  juga  ada  ijma’ 
yang menetapkan hukumnya, namun  hukumnya  tersirat dalam  dalil  yang  
ada,  berdasarkan kegunaan dan kedudukannya, ‘illat dibagi menjadi ‘illat 
tasyri dan ‘illat qiyasi.140 
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3) Metode Istis}lahi   
Dimaksudkan  dengan  istis}lahi  adalah  penetapan suatu  ketentuan 
berdasarkan asas  kemaslahatan  yang diperoleh  dari  dalil-dalil umum,  
karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi 
biasanya, metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta’lili tidak 
dapat dilakukan. Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang 
harus diperhatikan, yaitu:  kategori  pertama,  sasaran-sasaran  (maqasid)  
yang  ingin  dicapai  dan dipertahankan  oleh  syariat  melalui  aturan-aturan  
yang  dibebankan  kepada manusia.  Dalam  hal  ini  ada  tiga  kategori,  
yaitu  daruriyah,  hajiyyah,  dan tahsiniyah.
141
 
C. Latar Belakang, Dasar dan Proses Penetapan Hukum MUI Dalam 
Menetapkan Fatwa Tentang HKI. 
1. Latar Belakang Keputusan Fatwa MUI Tentang HKI Sebagai Objek 
Waris 
Dalam  Islam,  digariskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  diperoleh dengan 
cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, 
harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar  
saling merid}ai, harta  yang diperoleh dari  waris, wasiat,  hibah,  dan  lain  
sebagainnya,  adalah  wajib  dilindungi  baik  oleh individu maupun masyarakat. 
Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual 
adalah harta yang diperoleh dengan cara  yang  sah  yaitu  hasil  kerja  kreatif  
baik  individu  maupun  kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber 
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utama kepemilikan manusia. Oleh karena itu, HKI termasuk salah satu milik 
(kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. 
Dari  pembahasan  diatas  dapat  kita  pahami  bahwasanya dengan 
memberikan  perlindungan  tersebut  berarti  kita  menghormati  karya  cipta 
temuan  orang  lain  yang  merupakan  harta  kekayaan  miliknya.  Dalam Al-
Qur’an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena  
hal  tersebut  merupakan  masalah  baru,  namun  perlindungan terhadap  hak  
kekayaan  intelektual  tetap  ditemukan  dalam  sistem  hukum Islam,  karena  
konsep  hak  disini  bisa  berkembang,  Untuk  itu   kita  dapat menggunakan 
sumber hukum mas}lahah mursalah (kemas}lahatan umum). 
Mas}lahah mursalah yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan  
tujuan  syari’at  Islam,  dan  mempunyai  nilai  mendatangkan  dan 
menghilangkan  kerusakan,  namun  tidak  mempunyai  dalil  eksplisit, hukumnya 
harus dijalankan dan ditegakkan.
142
 
Berbagai  kemaslahatan  yang  dikehendaki  oleh  lingkungan  dan 
kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu  terputus, sedangkan syar’i  
belum  mensyariatkan  hukum  untuk  merealisir  kemaslahatan tersebut,  dan  
tidak  ada  dalil  syar’i  yang  mengakuinya  atau membatalkannya,  maka  inilah  
yang  disebut  dengan  munasib  mursal  atau disebut  maslahah  mursalah.   
Misalnya  kemaslahatan  yang  menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak 
mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap  perkawinan  itu  tidak  didengar  
ketika  terjadi  pengingkaran,  dan seperti kemaslahatan yang menghendaki 
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bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat maka hak kepemilikan tidak bisa 
dipindahkan. Kesemuanya ini  merupakan  berbagai  kemaslahatan  yang  tidak  
disyariatkan  hukumnya oleh  syar’i,  dan  tidak  ada  dalil  yang  menunjukan  
pengakuannya  atau pembatalannya.
143
 
Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil 
dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain: 
 ٍضاارا ت ْناع ًةارااِتِ انوُكات ْناأ لَِإ ِلِطاابْلِاب ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْأات لَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ااي
 ْمُكْنِم.اًميِحار ْمُكِب انااك اهَّللا َّنِإ ْمُكاسُف ْناأ اوُل ُتْقا ت لَاو 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa>  : 
29) 
 
.  لَاو انيِدِسْفُم ِضْرلْا فِ اْوا ثْعا ت لَاو ْمُهاءاايْشاأ اساَّنلا اوُساخْبا ت  
 
Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”( QS. Asy 
Syu’ara> : 183) 
 
Salah satu jalan yang dibenarkan oleh Islam dalam mendapatkan harta 
adalah dengan cara mempusakai atau warisan. Namun sering kali terjadi 
silaturrahim yang sudah  lama  terjalin  terpaksa  berujung  permusuhan  sebab  
pembagian  harta waris yang dirasa kurang adil. Oleh sebab itu, Allah SWT 
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menjelaskan secara rinci ayatayat tetang waris. Seperti yang tergambar dalam Q.S 
an-Nisa’ ayat 7 :144 
 ُوبار ْقلْااو ِنا ادِلااوْلا اكارا ت اَّمم  بيِصان ِءا اسِّنِللاو انُوبار ْقلْااو ِنا ادِلااوْلا اكارا ت اَّمم  بيِصان ِلا اجِّرِلل ان
 اَّمم.  َّلاقاًضوُرْفام اًبيِصان ار ُث اك ْواأ ُهْنِم  
Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 
dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan.” (Q.S an-Nisa’ ayat : 7) 
 
Pembagian waris dalam Islam merupakan solusi agama dalam 
menyelesaikan permasalahan keluarga yang ditinggal mati oleh sanak saudaranya 
agar ke depan tidak terjadi perselisihan (sengketa) yang dapat memecah belah 
persaudaraan dantali kekeluargaan.  Ada berbagai macam variasi contoh objek 
yang disengketakan dalam masalah warisan; harta bergerak (seperti mobil, sepeda, 
motor, hewan ternak, tabungan,  investasi,  obligasi  dan  lain  lain yang  termasuk  
dalam  kategori barang yang  dapat  dipindahkan)  dan  harta  tetap/tidak  bergerak  
(seperti  tanah,  rumah, kontrakan, sawah, ladang dan lain lain yang termasuk 
dalam kategori barang yang tidak dapat dipindahkan). 
Seiring  dengan perkembangan  zaman pada saat  ini,  pengertian  harta 
peninggalan  mengalami  pergeseran  makna  dan  fungsi yang  sangat  luas.  
Seperti yang kita ketahui saat ini ada istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 
berupa hak-hak  yang  bernilai  ekonomis  seperti  Hak  Cipta,  Hak  Desain  dan  
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Hak  Karya Seni,  Hak  Paten.  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  disingkat  HKI  
merupakan terjemahan dari istilah asing intellectual property right. 
Dalam kajian fiqih Islam berkenaan dengan harta peninggalan dalam bentuk 
hak  kekayaan  intelektual  merupakan  hal  yang  baru  dan  masih  belum  
memiliki konsep baku dalam pedoman mekanisme pembagian hasil warisnya.  
Bahkan dalam kisi-kisi pelaksanaannya hak kekayaan intelektual bukan 
merupakan bentuk harta yang  berwujud  dan  merupakan  bentuk  harta  yang  
terkadang  keuntungan  dan kerugiannya  tidak  dapat  dilihat  secara  jelas,  
sehingga  dikhawatirkan akan berdampak ketidakadilan terhadap ahli waris yang 
ditinggalkan. 
Ada satu argumen yang dapat dikaitkan dari sisi ilmu ekonomi bahwa hak 
kekayaan  intelektual diartikan sebagai aset.  Aset  ini  berupa  aset  tidak  
berwujud (intangable assets). Dengan memahami HKI sebagai aset tidak 
berwujud maka HKI  diperlakukan  sama  dengan  aset  lainnya,  seperti  aset  
berwujud  (tangiable asset).
145
 Hak-Hak tersebut memang belum terlalu terkenal 
dalam masyarakat umum tapi  dalam  masyarakat  Akademisi  dan  masyarakat  
Industrial  sud ah  sangat fenomenal  karena  mereka  tau  bahwa  hak-hak  
tersebut  bernilai  ekonomis  yang tinggi. 
Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk  
kemaslahatan  umum.  Dalam  hal  ini  MUI  melakukan  istinbat} hukum  
mengenai  fatwa  MUI  No.  1/ MUNAS / VII/ MUI/ 15/ 2005  tentang 
perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual    dengan  menggunakan metode  ijtihad  
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untuk  memutuskan  fatwa  tentang  perlindungan  HKI tersebut,  hal  itu  
dikarenakan  belum  ditemukannya  nas}  yang  eksplisit terkait dengan HKI. Oleh 
karena itu, berdasarkan data diatas komisi fatwa MUI  memandang  perlu  
menetapkan  fatwa  tentang  status hukum  Islam mengenai perlindungan terhadap 
hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang 
memerlukannya. 
2. Dasar Penetapan Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa  
Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor, U-
596/MUI/X/1997, dalam surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses 
utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, 
prosedur penetapan fatwa dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan 
fatwa. 
Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI  ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 
2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada adillat al-ahkam 
yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya 
dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Quran, h}adis\, ijma’, qiyas dan dalil-
dalil lainnya. 
Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 
1. Setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi 
untuk mengetahui subtansi dan duduk masalahnya. 
2.  Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang 
akan di fatwakan untuk di dengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan. 
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3. Setelah ahli didengar dan dipertimbangkan ulama melakukan kajian 
terhadap pendapat para imam maz\hab dengan fuqaha dengan 
memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlal-
nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat ulama seragam 
atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi bisa menjadikan 
pendapat tersebut sebagai fatwa. 
4. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat komisi melakukan pemilihan 
pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. 
5. Jika tarjih tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi bisa 
melakukan ijtihad jama’i menggunakan al-Qawaid al-us}uliyyat dan al-
qawa’id al-fiqhiyyat.146 
Kewenangan MUI dalam berfatwa tentang (a) masalah-masalah keagamaan 
yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Dan 
(b) masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke 
daerah lain. 
Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan 
menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang 
akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau 
permasalahan itu sendiri berasal dari perintah, lembaga sosial kemasyarakatan 
maupun dari MUI sendiri.
147
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3. Proses Penetapan Fatwa MUI 
Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 
Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 
yang berbunyi: 
1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan 
Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan 
kemas}lahatan umat. 
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana 
ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak 
bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum 
yang lain, seperti ihtisan, mas}lahah mursalah, dan saddu al-z}ari’ah. 
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-
pendapat para Imam maz\hab terdahulu, baik yang berhubungan dengan 
dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang 
diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil 
Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.
148
 
Menurut KH. Ma’ruf Amin (Ketua DSN-MUI), bahwa secara ringkas sistem 
dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut: 
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1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat 
para Imam maz\hab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara 
seksama berikut dalil-dalilnya. 
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath’iyat) akan 
disampaikan sebagaimana adanya. 
3. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (khilafiyat) di kalangan 
mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemu 
titik temu di antara pendapa-pendapat maz\hab melalui al-jam’u wa al-
taufiq; dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, 
penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah 
al-mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran. 
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan 
mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jam’i (kolektif) 
melalui metode bayani ta’lili (qiyasi, istihs}ani, ilhaqi)}, istis}lahi, dan sad 
al-zariah. 
5. Penetapan fatwa senantiasa memerhatiakan kemas}lahatan umum (mas}alih 
‘ammah) dan maqasid al-syari’ah. 
Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat 
(tawasut}), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks nas} (tasyadud), tetapi juga tidak 
terlalu keluar dari mafhum al-nas} dan hanya mempertimbangkan kemashlahatan 
umum (tasahul), DSN-MUI  berpegangan bahwa anggapan adanya mas}lahah yang 
ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mas}lahah yang 
seperti itu termasuk mas}lahah yang belum pasti (mas}lahah mauhumah), 
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sedangkan yang dikandung oleh syari’ah termasuk mas}lahah yang pasti (mas}lahah 
qath’iyah). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan 
kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syari’ah.149 
Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbat} hukum 
yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbat} hukum yang 
digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam 
penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika 
menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para 
ulama maz\hab fiqih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, 
sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua 
ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak 
belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan 
fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan 
tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya. 
Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau 
tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan 
kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum 
disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (qat}’i>) hendaklah komisi 
menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui 
nas} - nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi 
khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan maz\hab, maka yang difatwakan 
adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqih muqaran (perbandingan) dengan 
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menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran yang berhubungan dengan 
pentarjihan. (pasal 3) 
Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta 
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi 
menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah 
ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa 
(SKF). 
Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai 
uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula 
setiap SKF sedapat mungkin disertai dengasn rumusan tindak lanjut dan 
rekomendasi dan / atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari 
SKF tersebut. 
Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama 
Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia 
daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai 
permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalah umat 
Islam indonesia secara nasional dan / atau masalah-masalah keagamaan yang 
terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan 
masalah-masalah tersebut bisa menasional. 
Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang 
dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang 
satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri 
sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan 
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MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu 
untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak 
membingungkan umat Islam.
150
 
D. Petikan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual sebagai Objek Harta Waris. 
Berhubungan dengan legalitas hak cipta menjadi objek waris di dalam 
hukum Islam di sini penulis hanya mencantumkan berupa argumentasi Fatwa 
MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang 
berhubungan  dengan  perspektif  harta  dalam  objek  waris. Merujuk  pada 
keputusan Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami Nomor 43 Muktamar Ke-5 tahun 1988 
tentang Al-Huquq Al-Ma’nawiyah menekankan: 
Pertama: Nama  dagang,  alamat  dan mereknya, serta  hasil  ciptaan 
(karang-mengarang) dan  hasil  kreasi  adalah  hak-hak khusus  yang dimiliki oleh 
pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai 
ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti 
itu tidak boleh dilanggar. Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama 
dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta  mempunyai kewenangan terhadap 
haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar 
dari  berbagai  ketidakpastian  dan tipuan,  seperti  halnya  dengan kewenangan 
seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Ketiga: Hak cipta, karang-
mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara’. Pemiliknya mempunyai 
kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. 
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Sedangkan menurut pendapat kesepakatan ulama maz\hab ketentuan hak 
merupakan kategori harta adalah sebagai berikut: 
روهملجا شلاو ةيكلما نميلع ةلبانلحاو ةيعفا انهأ  اتنلَا(ج لما يركفلاتب لاوما )عف انلماورك
 ِإ ءاوسب ءاوس نايع لَاكاتهاذ فِ ةم ّوقتم ابم ناكاذاحا واعرش عافتنلَإ.
151
 
Berdasarkan konsensus ulama maz\hab di atas sangat jelas menyatakan 
bahwa hak yang potensial memiliki nilai materi termasuk ke dalam golongan 
harta benda yang sifatnya dapat digunakan, diwariskan maupun dijual. 
Wahbah  Zuhaili  mendeskripsikan  bahwa  salah  satu  bentuk  hak 
kekayaan intelektual (hak cipta), yaitu berupa karya tulis merupakan hak yang 
patut di lindungi.  Melakukan penggandaan atau penyaduran karya tulis orang lain 
baik berupa kitab ilmiah, surat, manuskrip dan lain sebagainya tanpa seizin 
pengarang maupun penyusun secara langsung merupakan pelanggaran hukum 
(tergolong ke dalam bentuk maksiat).  Pendapat ini justru mendeskripsikan balik 
bahwa ternyata hak cipta dalam  bentuk  apapun  sepanjang  itu  diciptakan  
dengan  nilai  orisinalitas sekalipun tidak memiliki nilai yang begitu berharga, 
masih tergolong ke dalam bentuk harta benda yang wajib dilindungi oleh hukum. 
Pendapat ini sesuai dengan  tujuan  syariat  yang  salah  satunya  berbunyi hifzu  
al-ma>l (menjaga harta).152 
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Masih  berkenaan  dengan  pendapat  di  atas,  MUI  juga  menggunakan 
pendapat Sayyid Al-Bakri dalam kitab beliau I’anatu At-Thalibin tentang tirkah 
(harta peninggalan): 
.قوقح وأ لام نم تيلما هفلخ ام ةكترلا153  
Dalam  fatwa MUI ini,  yang  dimaksud  dengan  Kekayaan  Intelektual 
adalah  kekayaan  yang  timbul  dari  hasil  olah  fikir  otak  yang  menghasilkan 
suatu produk atau  proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara 
berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Oleh  karenanya, HKI 
adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas 
intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya 
untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. 
Sebagai  bentuk  penghargaan atas  karya  kreativitas  intelektualnya  tersebut. 
Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya 
sebagai pemegang  hak  yang  sah  di  mana  pemegang  hak  mempunyai  hak 
untuk  melarang  orang  lain yang  tanpa  persetujuannya  atau  tanpa  hak, 
memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. 
Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk 
menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara 
luas.
154
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BAB IV 
ANALISA METODE ISTINBAT}  MUI TENTANG HKI SEBAGAI OBJEK 
HARTA WARISAN 
 
A. Analisis Tentang Istinbat} Hukum MUI Dalam Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ 
VII/ MUI Dalam Menentukan Status HKI Sebagai Objek Harta Warisan 
1. Analisis  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai al-ma>l ( Harta) 
HKI  adalah  suatu  hak  terhadap  karya-karya  berbentuk immaterial  
yang  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  kemampuan intelektualitas  dalam  
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  di  mana  hak tersebut  diperoleh  melalui  
pengorbanan  tenaga,  waktu  dan  biaya  serta memiliki nilai ekonomis karena 
dapat dinikmati hasilnya. 
Jelas  sekali  bahwa  HKI  sebagai  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh orang  
lain  atas  usahanya  mengeluarkan  kemampuan  intelektualitas sehingga  bisa  
memperoleh  sesuatu  yang  baru  dan  memiliki  nilai ekonomis ini sangat urgen 
untuk dikaji lebih dalam.
155
 
Hak  (al-haqq) secara  etimologi  berarti  milik,  ketetapan.  Kepastian. 
Menurut  terminologi  ada  beberapa  pengertian  mengenai  hak  yang 
dikemukakan  ulama  fiqih. Sebagian  ulama mutaakhkhirin (generasi belakangan) 
mendefinisikan hak sebagai suatu hukum yang telah ditetapkansecara syara’. 
Syeikh  Al-Khafifi (ahli  fiqih  Mesir)  mengartikan  sebagai kemaslahatan 
yang di peroleh secara syara’.  Mustafa Ahmad Az-Zahra (ahli fiqih Yordania asal 
                                                             
155
 Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, “Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta 
Bersama Dan Harta Waris”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas 
Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2014, hlm. 72 
96 
 
Suriah)  mendefinisikan  sebagai  sesuatu  kekhususan  yang  padanya ditetapkan 
syara’ suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi, Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) ahli 
fiqih maz\hab Hanafi mendefinisikan sebagai suatu kekhususan yang 
terlindungi.
156
 
Fiqih mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbat} atau ijtihad 
para ulama dalam memahami ketentuan ayat al-Qur’an dan al-Sunnah telah 
banyak  dikemukakan  secara detail dalam berbagai buku yang secara khusus 
membahas fiqih mawaris ini.  Namun demikian,  perkembangan peradaban yang 
terjadi dan terus tumbuh menyebabkan ada hal-hal baru yang belum tercakup 
dalam pembahasan fiqih mawaris dari segi aplikasinya. Di antara hal-hal baru itu 
adalah adanya Hak Cipta atau  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak 
eksklusif bagi pencipta yang dilindungi oleh undang-undang. 
Sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan kekayaan, bukan tidak mungkin, 
jika suatu saat pemiliknya meninggal dunia, HKI akan menjadi sesuatu yang 
diperebutkan oleh ahli waris pemiliknya karena sudah menjadi naluri dasar 
manusia yang selalu merasa tidak puas dengan harta benda dan akan 
mempertahankan sesuatu yang dianggap sebagai haknya. Keadaan yang demikian 
menyebabkan  penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh apakah HKI dapat 
dikategorikan sebagai harta peninggalan atau tirkah yang dapat diwaris oleh ahli 
waris pemilik hak tersebut. 
Di dalam bab dua penulis telah memaparkan berbagai pendapat dari para 
fuqaha tentang batasan-batasan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta 
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peninggalan (tirkah). Ulama-ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah 
memutlakkan tirkah kepada segala yang ditinggalkan oleh si mayyit, baik 
berupaharta benda maupun hak. 
Pendapat yang termasyhur dari fuqaha Hanafiyah mendefinisikan tirkah 
sebagai harta benda yang di tinggalkan oleh si mayyit yang tidak mempunyai 
hubungan hak dengan orang lain. Menurut pendapat ini, yang dapat dikatakan 
tirkah ialah apa-apa yang termasuk dalam kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai 
nilai  kebendaan dan hak-hak kebendaan. Tirkah ini harus dikeluarkan untuk 
memenuhi hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang, hak wasiat dan hak ahli 
waris. 
Pada umumnya para fuqaha aliran Malikiyah, Syafi’iyah dan 
Hanabilahberpendapat  bahwa al-ma>l atau  harta  adalah  sesuatu  yang  memiliki  
nilai (qimah)  dan  dikenakan  ganti  rugi  bagi orang  yang  merusak  atau 
melenyapkannya. Al-Ma>l menurut mereka tidak saja berupa materi, tetapi juga 
yang bukan materi seperti manfaat benda.
157
 Dengan kata lain, manfaat juga 
masuk dalam cakupan pengertian al-ma>l, sehingga ketentuan hukum yang berlaku 
terhadap al-ma>l berlaku pula terhadap al-manfa’ah. 
Al-Manafi’ (jamak dari Al-Manfa’ah) menurut Ibn Arafah adalah bersifat 
abstrak, namun ia menjadi al-ma>l sama dengan benda. Dengan penegasan ini 
dapat diketahui bahwa al-ma>l menurut Ibn Arafah tidak saja berupa material 
melainkan juga non material seperti manfaat karya intelektual baik itu berupa 
buku,  desain  gambar  atau  sejenisnya.    Karya-karya  tersebut  menurut Ibn 
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Arafah sudah memenuhi illat tempat bergantungnya hukum. Lebih tegas lagi 
beliau mengatakan bahwa al-ma>l meliputi al-ain dan al-ard.  Kata al-ard 
ditafsirkan  sebagai  kata  manfaat yang  menurut  akal  tidak  dapat  diraba  dan  
dilihat atau ditunjuk dengan indera.  Artinya esensi al-manafi secara akal tidak 
dapat  ditunjuk  dengan  indera  kecuali  apabila  disebut  bersamaan  dengan 
sumbernya, misalnya manfaat mobil, manfaat rumah dan sebagainya.  Namun 
demikian menurut Ibn Arafah intelektualitas seseorang tidak dapat disebut al-ma>l 
karena di samping tidak mungkin terpisah dengan pemiliknya, juga tidak dapat 
dilihat dan diraba kecuali kalau sudah berbentuk sebuah benda.
 158
 
Perbedaan  yang  sama  dikemukakan  oleh Imam  As-Syathibi walaupun 
dengan redaksi yang berbeda.  Menurutnya kepemilikan menjadi asas dalam al-
ma>l.159 Seperti disebutkan di atas bahwa menurut urf obyek kepemilikan adalah 
sesuatu yang mengandung manfaat dan nilai. 
Walaupun  ulama dari kalangan Hanafiyah mengkonsepsikan al-ma>l  
hanya kepada sesuatu yang bersifat material belaka namun generasi pendahulu 
mereka memasukkan al-manafi’ ke dalam amwal mutaqawwimah (harta yang 
dapat dimanfaatkan menurut syara’).  Alasan mereka antara lain karena akad sewa 
berlaku bagi al-manafi’ berdasarkan prinsip istisna (pengecualian) dari qiyas  
umum.    Pengecualian  dapat  dilakukan  terhadap  sesuatu  yang  sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat.  Pengecualian seperti ini diperbolehkan oleh urf dan 
maqashid  syari’ah, untuk  merealisasikan  kemas}lahatan  masyarakat. 
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Meninggalkan urf dapat  mendatangkan  kesulitan  dan  kesempitan  bagi 
masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  sehari-hari.    Inilah 
argumentasi  ulama Hanafiyah generasi  pendahulu  yang  memasukkan al-
manafi’ ke dalam al-ma>l.160 
Sehubungan dengan ini seperti dikatakan al-Suyuthi bahwa peranan urf 
sangat menentukan dalam eksistensi  sifat-sifat al-mal pada  suatu  benda.    
Kesimpulan  ini  berdasarkan perkataan al-Suyuthi bahwa “sebutan al-ma>l  hanya  
terhadap  sesuatu  yang memiliki  nilai,  dan  dapat  diperjualbelikan  atau  
dikenakan  ganti  rugi  bagi siapapun yang merusak atau melenyapkannya, dan 
sesuatu yang tidak dibuang oleh orang-orang”.161 Di sini jelas sekali bahwa al-
Suyuthi menempatkan urf sebagai asas dalam menetapkan eksistensi al-ma>l .  
Dengan kata lain, nilai yang menjadikan al-mal sebagai  obyek  transaksi  yang  
sah  ditentukan  oleh al-urf masyarakat. 
Dari pendapat al-Suyuthi tersebut dapat diketahui bahwa al-qimah (nilai) 
menjadi  manfaat al-maliyah atau  tempat  bergantungnnya  hukum al-ma>l 
menurut urf’  sedangkan seberapa besar al-qimah (nilai) dalam al-ma>l (harta) 
tergantung  besar  dan  kecilnya  manfaat  di  dalamnya. Al-Manfa’ah menjadi 
patokan dalam menetapkan qimah (nilai atau harga).  Inilah yang dimaksud bahwa 
manfaat merupakan tujuan dari semua harta. 
Pendapat  tersebut  tidak  berbeda  dengan  konsep al-ma>l  dalam  mazhab 
Hanbali.    Menurut  mereka al-ma>l adalah  sesuatu  yang  mengandung al-
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manfa’ah.  Nilai al-ma>l bagi sesuatu menurut ijtihad mereka tergantung pada 
manfaatnya  bukan  pada  keberadaan  bendanya.    Manfaat  dengan  demikian, 
menjadi dasar dalam menentukan qimah walaupun sangat sederhana. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa dalam fiqih Hanbali “manat al-maliyah” adalah al-manfa’ah 
bukan al-ain atau benda.
162
 
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep al-ma>l yang 
dikemukakan oleh para fuqaha dapat mengakomodasi karya intelektual karena 
memenuhi dua unsur yang membentuk al-ma>l, yaitu al-qimah dan al-manfa’ah 
(nilai dan manfaat).  Keberadaan dua unsur tersebut dalam al-ma>l berdasarkan al-
urf , dan sebagaimana dikemukakan oleh para ulama bahwa acuan al-urf itu 
sendiri adalah al-mas}lahah.  Maslahat pada Hak Kekayaan Intelektual terkait 
dengan al-haq al-khashsah (hak khusus) dan al-haq al-ammah (hak umum). 
Pengakuan syar’i (pembuat undang-undang) terhadap suatu hak sudah barang 
tentu  bersamaan  dengan  hukum  yang  akan  melindunginya.   Sumber  hukum 
Islam yang melindungi hak tersebut antara lain adalah al-urf dan al-mas}lahatu al-
mursalah. 
Karena HKI dapat dikategorikan sebagai al-ma>l, maka ia dapat menjadi al-
milk (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang 
penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya 
itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’. 163  
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2. Analisis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Hak Milik  
Hak milik adalah sesuatu hak yang memberikan kepada pihak yang 
memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu, sehingga ia mempunyai 
kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak 
menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
164
 
HKI merupakan hak yang dpat dimiliki secara pribadi oleh penciptanya 
karena pada dasarnya sebuah ciptaaan yang kemudian mendapat perlindungan 
berupa HKI diperoleh melalui kerja keras dengan mencurahkan kemampuan akal 
pikirannya, bahkan dalam mewujudkan ciptaannya, si pencipta jarang 
mengeluarkan modal yang cukup besar. Dengan semikian maka wajarlah kalau 
hak cipta ini harus dilindungi sebagaimana perlindungan atas hak materiil 
seseorang. HKI ini juga bukan merupakan al-mal yang tidak ada pemiliknya 
(ghair mamluk) maupun benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang jelas. Al-
ma>l yang ghair mamluk itu antara lain: 
a. Benda yang tidak dalam penguasaan seseorang atau benda milik umum 
(milk ‘ammah), seperti udara, air, sungai besar dan jalanan umum, 
terhadap benda-benda tersebut setiap orang untuk menggunakannya 
dengan cara yang tidak merugikan kepentingan orang banyak dan tidak 
seorangpun boleh menjualnya.   
b. Wakaf. Menurut satu pendapat, wakaf adalah milik Allah. 
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c. Benda-benda yang tidak diketahui (ghair ma’lum), seperti burung di 
udara atau yang dikaitkan dengan benda-benda yang tidak sedang dalam 
penguasaan seseorang seperti budak yang lari (‘abiq). Untuk 
menghindarkan ketidakpastian (gharar) hukum Islam menolak 
penjualan hak kepemilikan.
165
 
HKI sebagai hak perorangan yang tidak berwujud dan penjaabarannya 
secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi 
merupakan hal yang baru. Sebagai tatanan hukum hak tas kekayaan intelektual 
bukan merupakan hal yang sejak awal tumbuh dalam dalam sistem hukum, tetapi 
hadirnya sistem ini lengkap dengan konsepsi mengenai hak milik dalam hukum 
perdata.
166
 
Konsekuensi lebih lanjut dari batasan HKI, adalah terpisahnya antara hak 
milik intelektual dengan hasil materiilnya yang menjadi bentuk jelmaannya. 
Seperti produk deterjen rinso. Intelektual awal adalah haknya dalam bentuk 
materiil. 
Pada setiap benda HKI tersebut ada lima pendekatan yang dimilik ,yaitu : 
1. Ditinjau dari keorisinal benda HKI, maka ia dilindungi oleh hak cipta. 
2. Ditinjau dari novelly (kebaharuan penemuan) benda HKI, maka ia 
dilindungi oleh hak paten. 
3. Ditinjau dari nama dan identitas benda HKI, maka ia dilindungi oleh hak 
merek 
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4. Ditinjau dari kemasan benda HKI, maka ia dilindungi oleh desain 
industri. 
5. Ditinjau dari informasi benda HKI, maka ia dilindungi oleh rahasia 
dagang. 
Jadi yang dilindungi oleh HKI adalah haknya dalam bentuk intelektual 
berupa keorisinilan, nama/identitas, kemasan dan informasi benda-benda HKI 
sebagai hak ghair maliyah. Sedangkan jelmaannya dilindungi oleh hukum benda 
materiil sebagai al-ma>l. Yang lebih penting adalah bahwa pemiliknya bukan 
barangnya, tetapi kemampuan intelektual, berupa ide dan informasi.
 167
 
HKI dengan segala bidangnya berbentuk karena pikiran, karsa, dan 
informasi, yang mana semua itu adalah sesuatu yang diusahakan dan dicari yang 
berarti setiap orang beleh dan sah saja mencarinya. Jadi, setiap orang boleh 
berkarya, mencipta dan menemukan sesuatu. Ketentuan ini sesuai dengan firman 
Allah dalam Q.S Al- Isra’ ayat 15, yang berbunyi : 
.لَوُسار اثاعْ با ن َّتَّاح ايِبِّذاعُم اَّنُك ااماو.. 
Artinya : ...”Dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus 
seorang Rasul.” (Q.S Al-Isra’: 15)168 
 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, seseorang tidak akan dihukum 
karena mengerjakan sesuatu, kecuali sudah ada larangan yang dibawa oleh Rasul 
yang membawa hukum Tuhan. 
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Selanjutnya aturan pokok lain yang berhubungan dengan gagasan pada HKI, 
yaitu kaidah us}ul yang berbunyi :  
تح اب لَا ء ايش لَا فى لص لَا 
Artinya : Pada dasarnya semua perkara atau sesuatu itu dibolehkan.
 169
 
Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa semua perbuatan dan semua 
sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli (al-ibahah al-
ashliyah). Jadi selama belum ada nas} yang melarang sesuatu, maka tidak ada 
tuntutan terhadp semua perbuatan dan sikap tidak berbuat.  
Batasan kepemilikan dalam HKI sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
bahwa kepemilikannya adalah pada intelektual awal yang dituangkan dalam 
bentuk jelmaan atau benda. Hal ini berkaitan dengan harta dalam pandanga 
fuqoha yang bersendi pada dua unsur : 
1. ‘Ainiyah (harta berwujud) 
2. ‘Urf (harta yang dipandang harta) oleh manusia, baik seluruh atau 
sebagian manusia yang dapat diberi atau tidak dapat diberi.
170
 
Jadi gagasan intelektual itu belum bisa dikatakan sebagai milik, tetapi masih 
sifatnya ‘urf atau naqis. Sekiranya gagasan ini sudah berbentuk pendapat dengan 
disosialisasikan dalam bentuk materi, maka HKI sudah dapat dikatakan ‘ainiyah 
atau tamm, kombinasi antara ‘urf dan ‘ainiyah dalam masalah kreasi, gagasan dan 
lainnya adalah disebut hak adabi/ ibtikar. 
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 Dengan demikian HKI sebagai produk modern, yang setelah dicari-cari 
unsur-unsur yang relevan dengannya, maka dapat dikayakan bahwa HKI telah 
mempunyai bibit khusus pada zaman lampau, hanya saja HKI di kala itu tidak 
problematis, sehingga fuqoha belum jeli terhadap urgensi HKI. 
 HKI dengan segala bidang-bidangnya merupakan pemilikan pribadi, 
sekalipun di dalam Islam tidak begitu dikenal pemilikan pribadi, karena awal 
munculnya HKI itu adalah alur fikir, dan setiap pikiran itu pribadi posisinya. 
Inilah yang melatar belakangi HKI sebagai pemilikan khususnya dan pribadi bagi 
pencipta, penemu dan pembuat merek.
171
  
3. Analisis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Harta Warisan 
Obyek harta waris adalah harta benda oleh ketentuan waris disebut harta 
benda peninggalan (tirkah)  yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki 
daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi 
menurut syariah yang diwariskan oleh si waris. Apabila melihat khazanah  fiqih  
Islam,  harta (al-ma>l),  dimaknai  sebagai  segala  sesuatu  yang menyenangkan 
manusia dan mereka pelihara. Baik dalam  bentuk materi maupun dalam  bentuk 
manfaat. Ulama maz\hab Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang 
digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau sesuatu  yang  
dapat  dimiliki,  disimpan,  dan  dimanfaatkan. Jumhur ulama mendefinisikan 
harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan sanksi ganti 
rugi bagi orang  yang merusak  atau melenyapkannya.
172
 Menurut Wahbah al-
Zuhayli, harta  atau  kekayaan (ma>l) didefinisikan dengan segala sesuatu yang 
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dapat  mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah 
upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat.
173
 
Jumhur ulama menyatakan, orang yang merusaknya wajib menanggung, 
memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (qimah) sesuatu. 
Artinya, setiap yang mempunyai nilai maka mempunyai manfaat, sebab segala 
sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu 
yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan 
demikian, bisa dipahami bahwa  nilai merupakan  sandaran  sesuatu  yang 
dipandang sebagai harta, dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Dapat 
disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan 
memandang sesuatu.
174
 
Bagi jumhur ulama, harta  tidak hanya  bersifat materi,  tetapi  juga 
termasuk manfaat dari suatu  benda. Hal ini berbeda dengan ulama maz\hab Hanafi 
yang  berpendapat  bahwa  pengertian  harta  hanya  bersifat materi, sedangkan 
manfaat termasuk kedalam pengertian milik. Fuqaha Syafi’iyah, fuqaha 
Hambaliyah berpendapat sebaliknya. Mereka memandang bahwa manfaat itu 
adalah amwal  mutaqawwamah, karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud 
dari pada benda-benda itu.
175
 
Ibn ‘Arafah berpendapat bahwa harta secara lahir mencakup benda (‘ain) 
yang bisa diindra dan benda (‘ard) yang tidak bisa diindra (manfaat). Beliau 
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mendefinisikan al-‘arad sebagai manfaat yang secara  akal  tidak  mungkin 
menunjuk kepadanya. Hal ini mencakup HKI yang sebenarnya merupakan 
pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya 
kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan 
lain sebagainya.
176
 Apabila manfaat dikategorikan sebagai harta sebagaimana 
berlakunya sifat kehartaan kepada benda maka terhadap manfaat juga belaku hak 
milik sebagaimana terhadap benda, selama pemanfaatannya tersebut dibolehkan 
menurut syara’.177 
Dalam  Hukum  Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah 
(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum  sebagaimana ma>l 
(kekayaan).
178
 Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HKI adalah pekerjaan 
dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun 
kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati  hak individu, 
menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkreativitas, dan  
berimovasi. Islam  ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja  
semaksimal  mungkin  dan mengharapkan  hasil  jerih payahnya.
179
 
Dengan kemajuan IPTEK serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, 
muncul pula berbagai jenis kekayaan baru yang lebih potensial dan produktif, 
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meskipun jenis dan  nama harta benda yang baru itu tidak  disebut secara eksplisit 
dalam al-Qur’an dan h}adis\. 
HKI ini merupakan hak kebendaan yang berasal dari kegiatan kreatif suatu  
kemampuan  daya  pikir manusia  yang  diekpresikan  kepada  kalayak umum 
dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam 
menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena  
sifat    ekonomis manusia    yang menjadikan    hal    itu    suatu keharusan    untuk 
menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian HKI 
merupakan  bentuk  kekayaan  bagi  pemiliknya.  Dari pemiliknya,  seorang  akan 
mendapatkan keuntungan ekonomis, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty 
dan technical fee.
180
 
Dikalangan ulama  fiqih,  definisi tirkah yang mereka  kemukakan  itu 
berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwariskan itu pada hakikatnya 
adalah manfaat benda itu.
181
 Asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan 
keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan technical fee, 
menjadi landasan yang  paling relevan  dengan  keberadaan  benda  itu  sendiri 
sebagai harta benda peninggalan warisan. 
Fiqih  sebagai  produk  pemikiran manusia  bukan  sesuatu  yang  rentan 
terhadap perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban yuridis 
terhadap  berbagai  persoalan  kehidupan manusia,  sementara  dinamika 
kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan yang begitu cepat. 
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Tetapi, ijtihad ulama-ulama Indonesia  ini tidak  bisa membatalkan ijtihad ulama-
ulama fiqih terdahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut: 
182داهِتجلإاب ُضاقْ نا ي الَ ُداهتجلَا 
Ijtihad ulama fiqih terdahulu terhadap harta benda waris bertujuan untuk 
kemaslahatan keluarga sebagai ahli waris sesuai dengan seting sosial pada saat itu. 
Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan potensi harta 
benda waris adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan  
kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah 
artikulasi dari pemikiran  dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara 
dinamika kehidupan manusia senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan 
zaman. 
Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi 
maka hal  tersebut menjadi  sangat fleksibel,  terbuka  terhadap  penafsiran-
penafsiran  baru,  dinamis,  futuristik.  Sehingga dengan demikian, ditinjau dari 
aspek ajaran saja, waris merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa  
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan  zaman. Ditinjau dari kekuatan hukum, 
waris merupakan  ajaran  yang  bersifat  anjuran  (sunah). Namun, kekuatan  yang  
dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda 
kesejahteraan masyarakat banyak.
183
 
Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah kewarisan merupakan 
sebuah keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan (Al-mas}lahah al-
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mursalah). Hal tersebut sudah menyangkut kepentingan ummat Islam pada 
khususnya maka peraturannya harus ada dan dilegitimasi oleh negara sebagai 
peraturan yang memiliki dasar konstitusi yang kuat dan berakar dari kebutuhan 
mencipatakan masyarakat yang berkeadilan. 
Di dalam syariat Islam, diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan 
terhadap  suatu  benda,  bukan  berarti karena  kepemilikan  tersebut  seseorang 
dapat berbuat sewenang-wenang. Sebab aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam 
selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga masih melekat 
hak dari orang lain. Dalam Islam (muamalah) hak cipta dikategorikan kepada hak 
adabi atau hak ibtikar, seperti hak cipta atas sesuatu benda, hak atas karangan, 
hak atas membuat suatu macam obat. Hak cipta itu dimiliki oleh si pengarang.
184
 
Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqih di Universitas Damaskus Syria, 
menyatakan bahwa ibtikar adalah gambaran  pemikiran  yang  dihasilkan seorang 
ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan 
penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya. 
Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini 
tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan  alat  
indera  manusia,  tetapi  pemikiran  baru  itu  berbentuk  dan  punya pengaruh  
apabila  telah  dituangkan  kedalam  tulisan  seperti  buku  atau  media lainnya. 
Akan tetapi ibtikar ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga 
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boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan 
hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing.
185
 
Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak intelektual 
adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik  individu  
maupun  kelompok,  dalam  hal  ini, Muhammad  Djakfar berpendapat  bahwa  
bekerja  adalah  salah  satu  cara  untuk  memperoleh  hak milik. Islam 
memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal. 
Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  karya  intelektual  berupa  deskripsi 
tentang pemikiran atau ide, namun apabila sudah berbentuk buku (benda) maka ia  
terpisah  dari  penulisnya,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  masyarakat  luas. 
Manfaat karya intelektual yang sudah berbentuk sama dengan manfaat 
buahbuahan yang sudah dipetik dan lepas dari pohonnya.  Persamaan objek buah-
buahan  dengan Al-Manafi pernah  dilakukan  oleh Ibnu  Taimiyah dalam 
karyanya Al-Qiyas walaupun  antara  keduanya  terdapat  perbedaan  yaitu 
mengenai  hubungan masing-masing  dengan  sumbernya.
 186
 Hubungan  buah-
buahan yang sudah dipetik dengan pohonnya sudah terputus.
 
Sedangkan karya 
yang  sudah  dibukukan  tetap menjadi  tanggung  jawab  penulis  dan 
mencerminkan kemampuan ilmiahnya. 
Proses analogi tersebut didukung oleh petikan hadis “Allahummarzuqni 
‘Ilman  Nafi’a” dan  hadis\ “Idza>  Ma>tabnu Adam  ...”. Hadis\ pertama 
mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan sama dengan manfaat.  Sedangkan 
hadis\ kedua menyamakan ilmu dengan karya atau amala salih bagi pemiliknya 
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menjadi  sarana  dalam  memperoleh  manfaat  kebaikan  amaliah  secara 
berkesinambungan walaupun ia sudah meninggal dunia.
187
 
Di dalam h}adis\ lain disebutkann “mencari  ilmu pengetahuan menjadi 
kewajiban kolektif bagi umat Islam”.  Sesuatu yang diwajibkan oleh agama jelas 
mengandung maslahat atau tujuan syara’. Kemaslahatan di dalam ilmu 
pengetahuan bersifat pasti (qath’i) yaitu kesejahteraan umat manusia. Atas dasar 
ini, Islam memotivasi umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan menjadikan  
ilmu  itu  sendiri  sebagai  tolak  ukur  kualitas  setiap  individu  dan tindkan 
peradaban serta kemajuan masyarakat. 
Ada  beberapa  pertimbangan  komprehensif  yang  dapat  menguatkan 
argumentasi bahwa hak kekayaan intelektual, seperti penemuan formula,  rumus,  
buku,  lukisan,  karya  sastra  dan  lain  sebagainya,  dapat dikategorikan sebagai 
harta peninggalan warisan atau sering disebut dengan istilah tirkah. Pada dasarnya 
argumentasi yang diteliti dari berbagai sumber terkait,  baik  itu  yang berasal  dari  
fatwa  MUI  Nomor  1  tahun  2005  tentang Perlindungan  Hak  Kekayaan  
Intelektual maupun  keputusan Bahtsul  Masa’il ke-28 tahun 1989 yang telah 
dilakukan kelompok Nahdhatul Ulama di Ponpes Krapyak  Jogjakarta,  sama-
sama tidak  memuat  argumentasi  dasar  dari legitimasi hak kekayaan intelektual 
dapat dijadikan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari sudut pandang Al-Qur’an 
maupun h}adis\.  Sekalipun dalam fatwa MUI dan keputusan NU tersebut 
mencantumkan pendapat yang menyatakan hak  cipta/hak  kekayaan  intelektual  
dapat  diwariskan  kepada  keluarga  yang ditinggalkan, dasarnya bersumber 
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murni dari ijtihad pada pakar hukum fiqih yang tersebar dari berbagai macam 
referensi.  Sebagaimana yang sudah penulis kaji, tidak banyak perbedaan yang 
didapat dari hasil penelusuran dalil apakah hak kekayaan intelektual dapat 
diwariskan atau tidak.  Sejauh ini, penjajakan penulis dalam dualisme keputusan 
tersebut hanya terdapat perbedaan terhadap pemakaian referensi saja.  MUI lebih 
mengedepankan konsep asas berimbang dengan  memunculkan  pendapat  ulama  
kontemporer  masa  kini  sebagai pembanding  maupun  penguat  pendapat  yang 
mereka  gunakan. Nahdhatul Ulama  (NU)  sebagai  organisasi  Islam  terbesar  di  
Indonesia  hanya mengedepankan  asas klasik  sehingga  dalam  produk  hukum  
yang  mereka keluarkan tercermin persepsi-persepsi yang muncul dari kalangan 
klasik yang masih satu aliran dengan paradigma mereka.
188
 
Ketika  HKI  dimiliki  seseorang,  sebagaimana  tertera dalam penjelasan  
di  atas  bahwa  HKI  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  ketika seseorang  
memperbanyak  karya  dan  melisensikan  hasil kemampuan intelektualnya  
tersebut,  akan  berdampak  memiliki  peluang  untuk mendapatkan royalti dari 
hasil kerja tersebut. 
Akan tetapi, ketika si pemilik HKI tersebut meninggal ataupun terjadi  
perceraian  dalam  rumah  tangganya,  maka  besar  kemungkinan akan terjadinya 
permasalahan karena adanya nilai ekonomis dari HKI tersebut.  Oleh  karena  itu,  
akan  penulis  bahas  lebih lanjut  dan menganalisis  mengenai  pengaturan  
peralihan  HKI  dimana  sebagai harta  waris  . 
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Membahas mengenai HKI sebagai harta waris, sungguh sangat menarik. 
Pasalnya, HKI merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat (tidak  berupa  
benda  yang  berwujud),  ia  hanyalah  sebuah  hak  yang memiliki  akibat  hukum  
dan  manfaat  ekonomis  yang  bisa  dirasakan, bukan berupa harta  yang bisa 
dipegang maupun dinikmati secara fisik layaknya rumah, mobil dan lain 
sebagainya. 
Dalam  peraturannya,  HKI  bisa  dialihkan  melalui  waris terdapat didalam: 
1. Undang-undang No. 19 tahun 2002 pasal 3 ayat 2  
2. Undang-undang No. 15 tahun 2001 pasal 40 ayat 1  
3. Undang-undang no. 14 tahun 2001 pasal 66 ayat 1 
Dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Hak Cipta, Hak 
Merek dan Hak Paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 
sebagian karena: 
a) Pewarisan  
b) Hibah  
c) Wasiat  
d) Perjanjian tertulis; atau 
e) Sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  
perundangundangan. 
Selain  itu,  juga  dipertegas  dengan  adanya  pasal  4  UU  Merek bahwa 
hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal  dunia,  
menjadi  milik  ahli  warisnya  atau  milik  penerima wasiat,  dan  hak  cipta  
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tersebut  tidak  dapat  disita,  kecuali  jika  hak  itu diperoleh secara melawan 
hukum. 
HKI  sebagai  suatu  harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  maka memang 
berdasarkan KUH Perdata, UU No.1 tahun 1974  dan KHI itu sah dan boleh untuk 
dijadikan sebagai harta waris,  karena hak tersebut memiliki  nilai  ekonomis  
yang  ketika  dimiliki  oleh  seseorang  akan menjadikan  si  pemilik  
mendapatkan  konsepsi  property.
189
 
Apabila  si  pemilik  Hak  meninggal  dunia,  maka  otomatis  ahli waris  
akan  mendapatkan  Hak  serta  manfaat  dari  hak  tersebut  yang ketentuanya  
telah  dijelaskan  berdasarkan  pengaturan waris  dalam Undang-undang dan 
Hukum Islam jika si pemilik orang Islam.
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Apapun  referensi  yang  mereka  gunakan,  tujuan  penulis  bukan 
membandingkan paradigma ulama yang menjadi bahan rujukan mereka. Tetapi 
lebih  cenderung  apakah  hasil  dari keputusan  tersebut  dapat  mencerminkan 
legalitas/kepastian hukum bahwa hak kekayaan intelektual benar - benar dapat 
menjadi harta peninggalan (tirkah) sebagai objek harta waris. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Setelah  melakukan  pembahasan  dan  analisis  dengan memperhatikan  pokok-
pokok  permasalahan  yang  penulis angkat  dalam skripsi ini, yang berjudul 
“Metode Istinbat}  Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) 
sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ 
MUI/ 15/ 2005)”,  maka  penulis dapat menarik kesimpulan bahwa metode 
istinbat} MUI yang digunakan untuk memutuskan fatwa HKI sebagai objek harta 
warisan adalah  sebagaimana berikut: 
Karena HKI dapat dikategorikan sebagai al-ma>l, maka ia dapat menjadi al-
milk (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang 
penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya 
itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’. HKI 
merupakan al ma>l meskipun HKI adalah benda abstrak mengingat bentuknya 
adalah hak, akan tetapi sebagaimana penjelasan diatas, HKI adalah al ma>l yang 
bersifat abstrak . Dengan diakuinya HKI sebagai al ma>l , maka sudah barang tentu 
menjadi wajib hukumnya untuk menjaga HKI, dan merealisasikan terwujudnya 
perlindungan HKI tersebut. Kategori harta peninggalan si mayyit yang berupa 
HKI, berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwariskan itu pada hakikatnya 
adalah manfaat benda itu. Jadi, asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan 
keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan technical fee, 
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menjadi landasan yang  paling relevan  dengan  keberadaan  benda  itu  sendiri 
sebagai harta benda peninggalan warisan. 
B. Saran  
1. Para  ulama  harus  terus  melakukan  pengembangan  hukum  fiqih,  
khususnya fiqih yang mengatur hubungan antar manusia (mua’malah), 
sehingga mampu mengakomodir  perkembangan  yang  terjadi  di  
masyarakat  agar  tidak  terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara teori 
hukum dan prakteknya. 
2. Sosialisasi pemerintah terhadap pembaharuan-pembaharuan hukum harus 
giat dilakukan, agar masyarakat lebih faham dan lebih mengerti akan 
hukum dan membentuk masyarakat yang sadar hukum. 
3. Masyarakat harus lebih memperhatikan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, 
karena selama ini banyak fatwa MUI yang tidak tersosialisasikan kepada 
masyarakat, sehingga kekuatan fatwa menjadi sangat lemah. 
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